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Andi Ni’mah Sulfiani (E211 08 305) Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran Pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, xvii + 110
halaman + 34 tabel + 2 gambar + 21 pustaka ( 1996- 2011) + 2 lampiran.
Dibimbing oleh Dr. Muhammad Yunus,MA dan Dr.H.Badu Ahmad, M.Si.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas
pelayanan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wajo.Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Wajo, dengan unit analisis
yaitu individu atau masyarakat Kabupaten Wajo yang pernah dan sedang
melakukan pengurusan akta kelahiran. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 75
orang. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, dengan metode
survei. Jenis data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui kuesioner dan
observasi langsung di lapangan, sedang data sekunder bersumber dari dokumen
laporan, peraturan- peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti,
tulisan serta hasil penelitian mengenai pelayanan publik, dengan analisis
Kuantitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa umumnya pelayanan akta
kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo yang
dilihat dari kelima dimensi pelayanan yaitu keandalan, daya tanggap, keyakinan,
perhatian dan berwujud sudah dapat dikatakan berkualitas karena masing-
masing indikator lebih besar dari 60%.
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Andi Ni'mah Sulfiani (E211 08 305) The Quality of Birth Certificate Service In
Department of Population and Civil Registration Wajo, xvii + 110 pages + 34
tables + 2 images + 21 library (1996-2011) + 6 attachments. Guided by
Dr.Muhammad Yunus, MA and Dr.H.Badu Ahmad, M.Si.
The purpose of this study is to determine how the quality of the birth
certificate service in the Department of Population and Civil Registration Wajo.
The study was located in Wajo, with the unit of analysis is the individual or
society of Wajo who have been ever and are doing the maintenance of a birth
certificate. The sample in this study amounted to 75 people. This study uses a
type of descriptive research by the survey method. Type of data consists of
primary data obtained through questionnaires and direct observation in the field,
secondary data were sourced from a report document, the rules which  is related
to the researched issues, writings and the results of research on public service,
with quantitative analysis.
These results indicate that the birth certificate service on the Department
of Population and Civil Registration Wajo is generally seen from the fifth
dimension of service which are the reliability, responsiveness, confidence,
attention and intangible, can already be said with quality, for each of the
indicators of greater than 60%.
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1BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang Masalah
Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara
ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan
kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik
yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai
dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini
masih bercirikan: berbelit- belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecenderungan
seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak “melayani”
bukan yang dilayani. Hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap
perkembangan kualitas pelayanan yakni sering terlantarnya upaya peningkatan
kualitas pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi dalam pelayanan serta
kurang terpacunya pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
(Sinambela,2006:3)
Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat,
pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara No.81 Tahun 1993 tentang Tata Laksana Pelayanan Umum yang berisi
kriteria- kriteria pelayanan prima yaitu: kesederhanaan, kejelasan dan kepastian
pelayanan, keamanan, keterbukaan, efesiensi, ekonomis,keadilan yang merata
dan ketepatan waktu (http://silahudin66.blogspot.com/2010/05/standard
pelayanan-publik.html ).
2Dalam organisasi pemerintah, pelayanan kepada masyarakat adalah
tujuan utama yang tidak mungkin dapat dihindari karena sudah merupakan
kewajiban menyelenggarakan pelayanan dengan menciptakan pelayanan yang
terbaik kepada masyarakat, karena telah menjadi sebuah kewajiban maka
sepatutnya pemerintah mencari solusi terbaik terhadap masalah- masalah yang
sering dihadapi, termasuk kendala intern yaitu kendala yang bersumber dari
dalam instansi itu sendiri maupun kendala ekstern yakni kendala yang datangnya
dari masyarakat pemakai jasa dalam kaitannya dengan pelayanan umum yang
ditanganinya, selain itu pula pegawai harus senantiasa memberikan pelayanan
yang sebaik- baiknya kepada masyarakat secara keseluruhan. Tingkat kepuasan
masyarakat merupakan suatu indikator yang penting bagi keberhasilan
pelayanan publik dimana semakin besar manfaat yang dirasakan publik, semakin
bagus pula kualitas layanan yang dilaksanakan oleh aparat sebaliknya tingkat
kepuasan yang rendah mengindikasikan buruknya sistem pelayanan aparat
publik.( http://silahudin66.blogspot.com/2010/05/standard-pelayanan-publik.html)
Namun dalam perjalanannya masih banyak dijumpai permasalahan yang
berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Telah banyak cerita
atau pengalaman dan sebagian atau bahkan hampir semua masyarakat sebagai
pengguna dari pelayanan publik yang mengeluhkan terhadap pelayanan yang
telah diberikan oleh instansi Pemerintahan.
Dan salah satu contoh kasus yang merupakan perwujudan kekecewaan
masyarakat didalam pemberian pelayanan dapat kita lihat pada kutipan berikut
ini:
3“Saya paling malas kalau harus mengurus surat- surat apapun yang ada
hubungannya dengan Pemda. Pasti ujung- ujungnya sudah lama
ngurusnya, birokrasinya berbelit- belit, keluar uang banyak lagi. Disuruh
ngurus inilah....kurang itulah...apalah. pusing!!” (Harian Fajar, September
2009)
Dalam sebuah jurnal yang berjudul “New Publik Service” yang diunduh
disalah satu alamat website (http;//publik.ac.id/simple/jurnal/pdf) fakta yang
terjadi saat ini, masih dijumpai kelemahan yang secara umum merupakan
pelayanan Aparatur Pemerintah belum berjalan efektif. Kelemahan tersebut
antara lain; pelayanan rumit dan tidak sederhana, kurang adanya kepastian
persyaratan administratif, kurang adanya keterbukaan prosedur dalam
memperoleh pelayanan, pelayanan yang kurang efesien, serta masih kurangnya
keadilan dalam pemberian pelayanan, serta adanya beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi pelayanan itu sendiri antara lain dari masyarakat, kemampuan
pegawai, peraturan yang diterapkan, dan fasilitas yang mendukung.
Banyaknya jenis pelayanan publik menyebabkan perlunya dilakukan
batasan kajian pada jenis pelayanan tertentu. Salah satu jenis pelayanan publik
yang mendasar adalah pelayanan disektor administrasi kependudukan, karena
berkaitan dengan eksistensi setiap individu sebagai warga negara Indonesia.
Pelayanan dalam sektor administrasi kependudukan merupakan jenis pelayanan
yang cukup banyak permintaannya seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu
Keluarga, Akta Nikah, Akta Kematian dan Akta Kelahiran. Kemudian lebih
dikhususkan lagi dalam hal pelayanan Akta Kelahiran.
Penelitian tentang kualitas pelayanan akta kelahiran ini penting untuk
dilakukan, dikarenakan masyarakat sebagai custumer service belum merasa
puas baik dari segi waktu, prosedur dan mutu pelayanan yang selama ini
diberikan. Untuk itu penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas
4pelayanan publik terutama yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo khususnya dalam pelayanan akta kelahiran.
Di dalam sebuah penelitian sebelumnya yang berjudul persepsi
pelayanan akta kelahiran oleh Nursyamtiani menemukan bahwa salah satu isu
sentral yang sering berkembang akhir- akhir ini adalah bagaimana pemerintah
dan lembaga penyedia layanan publik (public service provider) mampu bersikap
lebih akuntabel terhadap masyarakat berkaitan dengan pelayanan yang
diberikannya. Dalam pengelolaan kependudukan kendala- kendala yang sering
ditemui antara lain masih lemahnya sumber daya manusia pengelola
kependudukan terutama di tataran bawah yang merupakan ujung tombak
pengelola kependudukan, begitu pula dalam segi kinerja aparat di instansi
tertentu masih dinilai buruk sehingga masyarakat sebagai objek ataupun pihak
yang memperoleh pelayanan tidak merasa puas. Fakta lain yang terjadi dan
umumnya dipraktekkan oleh aparat pemerintahan yang berkaitan dengan
pelayanan publik, yaitu adanya deskriminasi dalam pelayanan. Dimana ada
sebagian masyarakat yang memperoleh kemudahan pelayanan dana adapula
yang tidak. Hak tersebut biasanya didasarkan pada status sosial ekonomi
seseorang, kedekatan hubungan antara aparat sebagai pemberi layanan dengan
masyarakat yang dilayani, hingga besarnya uang jasa yang diberikan.
Masalah yang peneliti dapatkan dari observasi sementara adalah
kekecewaan yang dialami masyarakat mengenai kecepatan dan ketepatan dalam
memberi layanan dan kurangnya keadilan dalam pemberian layanan dimana
mereka lebih mengutamakan kerabat serta keluarganya, dengan kata lain
apabila mereka mempunyai kerabat atau keluarga, maka pengurusannya juga
akan lebih cepat dan gampang (Wawancara pada tgl.5/02/2012).
5Di Kabupaten Wajo salah satu kualitas pelayanan publik yang banyak
mendapatkan sorotan dari masyarakat adalah kualitas publik dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penyedia layanan pembuatan akta
kelahiran. Seperti yang kita ketahui kepemilikian akta kelahiran sangat penting.
Sebagaimana yang dijelaskan tentang hak- hak anak diberbagai UUD 1945,
terdapat dalam pasal 28 B ayat 2 yaitu “Setiap Anak Berhak Atas Kelangsungan
Hidup,Tumbuh Dan Berkembang.Serta Berhak Atas Perlindungan dariKekerasan
dan Deskriminasi” (http://gunawanharo.blogspot.com/2011/11/makalah-metode-
penelitian-administrasi.html)
.Masalah yang kian datang dari masyarakat pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dalam hal pelayanannya khususnya
pelayanan akta kelahiran yaitu pelayanan yang berbelit- belit, tidak tepat waktu
dan prosedur yang sulit dipahami oleh sebagian masyarakat. Selain itu
kesadararan masyarakat akan pentingnya kepemilikan Akta kelahiran masih
sangat minim dibanding KTP. Masyarakat menganggap bahwa “Akta Kelahiran”
bukan merupakan kebutuhan utama dalam kehidupannya. Bila ditelisik, fungsi
Akta Kelahiran lebih substansial karena menyangkut identitas warga negara
seseorang diakui eksistensinya secara hukum positif, bila telah memiliki Akta
kelahiran. Oleh karena itu Dispenduk Capil Kab.Wajo harus lebih mengutamakan
kualitas pelayanannya agar masyarakat bisa merasa puas dalam melakukan
pengurusan akta kelahiran.
Berikut ini ada salah satu contoh kasus mengenai pelayanan akta
kelahiran yang ada di Kota Depok dalam suatu penelitian yang berjudul “Indeks
Kepuasan Masyarakat Kota Depok” menyimpulkan bahwa dari berbagai macam
6pelayanan publik, pelayanan Akta kelahiran memperoleh indeks harapan yang
paling rendah, seperti yang ada pada tabel dibawah ini :
Tabel 1
Indeks Harapan dan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kota Depok
No Unit Pelayanan Indeks MutuHarapan Kepuasan
1 SITU & HO 91.29 80.87 B
2 Tanda Daftar Perusahaan 93.63 75.21 B
3 Rumah Potong Hewan 82.13 84.25 A
4 Surat Ijin Usaha Perdagangan 87.21 74.29 B
5 Surat ijin Pengusahaan Angkutan 96.7 79.32 B
6 Pengujian Kendaraan Bermotor 95.24 77.37 B
7 Ijin Mendirikan Bangunan 81.77 72.17 B
8 Ijin Pemasangan Reklame 91.16 88.81 A
9 Ijin Pelayanan Kesehatan Swasta 88.07 75.07 B
10 Kesehatan dasar 89.93 80.39 B
11 Pasar 83.28 80.51 B
12 Kartu Kuning 88.7 79.70 B
13 Pembayaran Pajak 95.23 76.62 B
14 Akta Kelahiran Umum 71.62 79.52 B
15 KTP & Kartu Keluarga 82.31 71.97 B
16 Pemadam Kebakaran 85.65 78.51 B
17 Pelayanan Air Bersih 92.53 78.51 B
18 Pendidikan Dasar dan Menengah 89.44 77.89 B
19 Jalan 80.29 72.46 B
20 Terminal 84.12 64.03 B
21 Persampahan 89.96 72.55 B
Rata- rata 87.63 77.14 B
Berdasarkan tabel tersebut di atas, rata-rata indeks nilai harapan
masyarakat atas kinerja pelayanan publik di Kota Depok Tahun 2009 adalah
87.57%. Nilai harapan tertinggi terdapat pada Unit Pelayanan Surat Ijin
Pengusahaan Angkutan (SIPA) yang mencapai 96,70%, sedangkan nilai harapan
terendah pada Unit Pelayanan Akte Kelahiran Umum, yaitu sebesar 71,62%. Hal
7tersebut disebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum merasa puas
terhadap pelayanan akta kelahiran atau dengan kata lain pelayanan akta
kelahiran khususnya di kota Depok belum sesuai apa yang diharapkan.
Masalah pembuatan akta catatan sipil sudah merupakan perhatian yang
sangat mendasar bagi publik khusunya di Kabupaten Wajo, karena masyarakat
belum merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, yang berdampak masih
ada sebagaian masyarakat tidak memiliki akta kelahiran. Masalah ini tidak
teratasi oleh pihak pemerintah akibat dalam menjalankan peraturan daerah
pelayanan kurang maksimal, aturan atau Perda ada akan tetapi pemerintah tidak
mampu melaksanakan dengan baik yang biasanya  disebabkan karena
(http://www.masbied.com/2010/06/02/alternatif-kebijakan-administrasi
kependudukan/):
1. Sarana dan prasarana kurang tersedia
2. Sumber daya manusia belum memadai
3. Kurangnya kesadaran bagi aparat akan tanggungjawabnya.
Kurang optimalnya pelayanan pada masyarakat pengguna layanan dari
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan fenomena yang banyak
terjardi pada sektor pemerintahan padahal seharusnya pemerintahan merupakan
pelayan masyarakat yang hadir untuk melayani dan mengatur masyarakat secara
adil dan merata.
Dari uraian di atas, peneliti memandang perlu untuk membahas dan
mengkaji lebih dalam mengenai kualitas pelayanan akta kelahiran di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo. maka peneliti tertarik
mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian ini dengan judul:
8“ Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo”.
I.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan pada latar belakang di
atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :
Seberapa besar kualitas pelayanan Akta Kelahiran pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo?
I.3. Tujuan Penelitian
Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian yang telah
diungkapkan, ditentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:
Untuk mengetahui seberapa besar kualitas pelayanan Akta Kelahiran
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo.
I.4. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Akademis
Manfaat dari segi akademis adalah untuk meningkatkan dan memperkaya
khasanah keilmuwan dalam bidang disiplin Ilmu Administrasi Negara, juga dapat
dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah
kualitas pelayanan Akta Kelahiran khususnya pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo.
9b. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan
referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dalam bidang
Pelayanan publik khususnya dalam pelayanan di sektor administrasi
kependudukan. Dan dapat pula menjadi  bahan masukan bagi berbagai pihak
khususnya pelaksana pelayanan administrasi kependudukan dalam hal ini akta






Menurut Kotler dalam Lijan Poltak Sinambela pelayanan adalah setiap
kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan
menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara
fisik. Selanjutnya Sampara berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau
urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan
orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.
Sementara dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai
hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani.
Menurut Harbani Pasolong (2007:128) dalam bukunya “ Teori
Administrasi Publik”, pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai
aktivitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak
langsung untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan Menteri Pendayagunaan
Aparatur negara (1993), mengemukakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk
kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Dalam kamus bahasa Indonesia (1999; hal 571) istilah pelayanan berasal
dari kata “layan” yang artinya membantu, menyiapkan, mengurus apa- apa yang
diperlukan seseorang.
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Hasibuan mendefinisikan pelayanan adalah :
“Pelayanan adalah kegiatan pemberian jasa dari satu pihak kepada pihak
lainnya, dimana pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan
secara ramah tamah dan dengan etika yang baik sehingga memenuhi
kebutuhan dan kepuasan bagi yang menerima”
Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa pelayanan
merupakan salah satu kegiatan organisasi atau lembaga yang diabdikan kepada
masyarakat. Pelayanan sendiri pada hakekatnya merupakan serangkaian
kegiatan, karena itu ia merupakan suatu proses pelayanan secara rutin dan
berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam
masyarakat.
Pengertian pelayanan umum atau pelayanan publik menurut H.A.S
Moenir dalam bukunya Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, yaitu:
“Pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang dengan landasan faktor materil melalui sistem,
prosedur, dan metode tertentu dalam rangka usaha untuk memenuhi
kepentingan orang lain sesui dengan haknya” (Moenir 1995).
Pengertian kata “Publik” secara etimologis terdapat dalam kamus Inggris-
Indonesia yang ditulis oleh Tanti Yuniar, yaitu : “anggota masyarakat pada
umumnya rakyat” (Tanti Yuniar,2007).
Adapun pengertian pelayanan publik menurut Sinambela (2005:6) yaitu:
“Sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap
sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan
dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan
meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”.
Sedangkan menurut Agung Kurniawan (2005:6) mengatakan pelayanan
publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau
masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan
aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
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Definisi pelayanan publik menurut Kepmen PAN Nomor 25 tahun 2004
adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan,
maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/1993
tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan yang kemudian disempurnakan
menjadi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun
2003 dalam buku “Manajemen Pelayanan oleh Ratminto dan Atik Septi Winarsih
mendefinisikan Pelayanan Umum sebagai berikut:
“ Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di
pusat, di daerah dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan
Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka
upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan”
Dari pengertian itu maka ruang lingkup pelayanan umum meliputi :
1. Suatu proses perumusan kebijaksanaan yang berkaitan dengan
pelayanan masyarakat berupa pengaturan perizinan, pengawasan,
pembinaan baik yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD ataupun
Organisasi yang mendapat kewenangan dari pemerintah.
2. Pelayanan dalam arti proses pelayanan yang berkaitan dengan tugas
umum pemerintahan termasuk tugas pelayanan yang dilakukan oleh
BUMN/BUMD dan kegiatan masyarakat yang diberikan wewenang oleh
pemerintah kepada aparatur negara dengan tujuan umtuk memberi
kepuasan pada masyarakat.
Dari beberapa pendapat mengenai pelayalanan publik maka penulis
dapat menyimpulkan bahwa pelayanan publik adalah suatu kegiatan
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pemenuhan kebutuhan warga masyarakat yang dilakukan oleh aparatur
pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Di dalam buku “Teori Administrasi Publik” karangan Harbani Pasolong
(2007:128) ada tiga jenis pelayanan menurut Kepmen Nomor 58 Tahun 2002
yaitu:
1. Pelayanan Administratif
Jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan,
penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan tata
usaha lainya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir
berupa dokumen. Misalnya jenis pelayanan sertifikat tanah, pelayanan,
IMB, dan Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, akta kelahiran
dan kematian).
2. Pelayanan Barang
Pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan
penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk
distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung dalam suatu
sistem.
3. Pelayanan Jasa
Jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan
prasarana serta penunjangnya.
Jika diperhatikan secara dalam terlihat bahwa pelayanan timbul karena
adanya faktor penyebab yang bersifat ideal mendasar dan yang bersifat material.
A.S Moenir (2006:12) dalam bukunya “Manajemen Pelayanan Umum di
Indonesia” mengenai faktor yang bersifat ideal mendasar ada 3 jenis yaitu:
1. Adanya rasa cinta dan kasih sayang
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2. Adanya keyakinan untuk saling tolong menolong sesamanya
3. Adanya keyakinan bahwa berbuat baik pada orang lain adalah salah satu
bentuk amal saleh.
Dalam bukunya H.A.S Moenir (2006:190) yang berjudul “Manajemen
Pelayanan Umum di Indonesia” menyatakan bahwa bentuk- bentuk layanan
dibagi atas 3 macam yaitu:
1. Layanan dengan lisan
Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas- petugas di bidang
hubungan masyarakat (HUMAS), bidang layanan informasi dan bidang-
bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan
kepada siapapun yang memerlukan.
2. Layanan melalui tulisan
Merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan
tugas, tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi peranannya.
3. Layanan berbentuk perbuatan
Pada umumnya layanan dalam bentuk ini 70-80% dilakukan oleh
petugas- petugas tingkat menengah dan bawah. Karena itu faktor
keahlian dan keterampilan petugas tersebut sangat menentukan terhadap
hasil perbuatan atau pekerjaan.
Fitzmons dalam Lijan Poltak Sinambela (2008:7) juga berpendapat bahwa
terdapat indikator pelayanan publik yaitu:
1. Realibity, yaitu pemberian pelayanan yang tepat dan benar
2. Tangibles, yaitu penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan
sumber daya lainnya.
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3. Responsivenees, yaitu suatu kemauan untuk membantu dan memberikan
pelayanan yang cepat dengan penyampaian yang jelas juga kemampuan
untuk menanggapi keluhan
4. Assurance, yaitu ditandai dengan tingkat perhatian terhadap etika dan
moral dalam memberikan pelayanan dan empati
5. Emphaty, yaitu ditandai dengan tingkat kemauan untuk mengetahui
keinginan dan kebutuhan konsumen.
Selain itu menurut Ndraha pelayanan  ada dua dimana yang saya kutip
dalam suatu website (http://inspektoratsulsel.org/pengawasan-terhadap-
penyelenggaraan-pelayanan-publik/), yaitu (1). Layanan civil adalah hak,
kebutuhan dasar dan tuntutan setiap orang lepas dari suatu kewajiban, misalnya
akte kelahiran, KTP, paspor,ijin-ijin, surat kematian dll layanan civil tidak diperjual
belikan dan merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. (2). Layanan
Publik adalah kebutuhan dasar dan tuntutan setiap orang dengan dibebani suatu
kewajiban (membayar) harga tertentu untuk mendapatkannya seperti layanan air
bersih, listrik, layanan pendidikan, kesehatan yang membutuhkan pengawasan
dalam rangka pelaksanaannya.
I.1.2 Konsep Kualitas Pelayanan
Kata kualitas mengandung banyak definisi dan makna. Beberapa contoh
definisi yang kerap kali dijumpai antara lain ( Fandy Tjiptono 2002):
a. Kesesuaian dengan persyaratan/ tuntutan,
b. Kecocokan untuk pemakaian,
c. Perbaikan/ penyempurnaan berkelanjutan,
d. Bebas dari kerusakan/ cacat
e. Pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat.
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Selain itu adapun pengertian kualitas menurut beberapa ahli antara lain (
Dalam Dorethea Wahyu Ariani, 2003 :8) yaitu :
Menurut Juran (1962)” Kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan atau
manfaatnya”.
Sedangkan menurut Feigenbaum (1991) :
“Kualitas merupakan keseluruhan karakteristik produk dan jasa meliputi
marketing, engineering, manufacture, dan maintenance, dimana produk
dan jasa tersebut dalam pemakaiannya akan sesuai dengan kebutuhan
dan harapan pelanggan.”
Definisi kualitas dikemukakan pula oleh Juran, Joseph M dalam Tjiptono,
Fandy (2002) mengatakan bahwa:
“ Kualitas adalah memenuhi atau sama dengan persyaratannya meleset
sedikit saja dari persyaratannya, maka suatu produk atau jasa dikatakan
tidak berkualitas. Persyaratan itu sendiri dapat berubah sesuai dengan
keinginan pelanggan, kebutuhan organisasi, pemasok dan sumber
pemerintah, teknologi serta pasar atau pesaing. Serta mengartikan
kualitas sebagai sesuatu yang menentukan kepuasan pelanggan dan
upaya perubahan kearah perbaikan terus menerus”.
Crosby, Lethimen dan Wyckoff mendefinisikan kualitas pelayanan adalah:
“ Penyesuaian terhadap perincian- perincian dimana kualitas ini
dipandang sebagai derajat keunggulan yang ingin dicapai. Dilakukan
control terus menerus dalam mencapai keunggulan tersebut dalam
rangka memenuhi kebutuhan pengguna jasa”.
Kualitas menurut Fandy Tjiptono (2004:2) adalah (1) kesesuaian dengan
persyaratan/ tuntutan, (2) kecocokan pemakaian, (3) perbaikan atau
penyempurnaan keberlanjutan, (4) bebas dari kerusakan, (5) pemenuhan
kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat, (6) melakukan segala
sesuatu secara benar semenjak awal, (7) sesuatu yang bisa membahagiakan
pelanggan.(Harbani Pasolong,2007:132)
Selanjutnya pelayanan yang berkualitas menurut Osborne dan Gebler
(1995), serta Bloom (1981), antara lain memiliki ciri- ciri seperti ; tidak prosedural
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(birokrastis), terdistribusi dan terdesentralisasi, serta berorientasi kepada
pelanggan.
Dari beberapa pendapat mengenai pengertian kualitas pelayanan maka
dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah suatu kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan yang diterima dimana harapan yang diinginkan sesuai
dengan kenyataan.
Berbicara tentang pelayanan kepada masyarakat akan selalu menuju
pada usaha atau pemberian pelayanan prima. Dalam keputusan Menpan Nomor
63 Tahun 2003 dalam bukunya “Reformasi Pelayanan Publik” dijelaskan
mengenai sendi- sendi pelayanan prima sebagai berikut:
1. Kesederhanaan
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit- belit, mudah di pahami dan
muda dilaksanakan.
2. Kejelasan
Kejelasan ini mencakup dalam hal:
a. Persyaratan administratif pelayanan publik
b. Unit kerja/ pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam
memberikan pelayanan
c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembiayaan
3. Kepastian Waktu
Pelaksanaan pelayanan publik dapat di selesaikan dalam kurun waktu
yang telah ditentukan.
4. Akurasi
Produk pelayanan publik di terima dengan benar, tepat, dan sah
5. Keamanan
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Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan
kepastian hukum
6. Tanggung jawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang di tuju
bertanggung jawab atas penyelenggara pelayanan dan penyelesaian
keluhan/ persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7. Kelengkapan sarana dan prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung
lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi
telekomunikasi.
8. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan
Sikap dan prilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara disiplin, sopan dan ramah serta saling menghargai
dan menghormati.
9. Kemudahan akses
Dalam hal ini tempat dan lokasi serta sarana pelayanan harus memadai,
mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi
komunikasi dan informatika
10. Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan di ruang tunggu
yang nyaman, bersih, serta di lengkapi dengan fasilitas pendukung
pelayanan, seperti parkir dan toilet.
11. Keadilan yang merata, berarti bahwa pelayanan harus diupayakan dapat
menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui distribusi yang adil dan
merata. Pelayanan tidak membedakan yang miskin atau kaya, laki- laki
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atau perempuan, merata dalam memberi subjek pelayanan serta tidak
diskriminasi.
Selain itu menurut Kotler (1994:561) ada lima determinan kualitas
pelayanan atau jasa yang dapat dirinci, yaitu :
1. Keandalan (Reliability); yaitu kemampuan untuk melaksanakan jasa
yang dijanjikan dengan tepat, akurat, terpercaya, konsisten dan
kesesuaian pelayanan
2. Daya Tanggap (Responsiveness); yaitu kemampuan untuk membantu
pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat atau ketanggapan
serta mendengar dan mengatasi keluhan yang diajukan konsumen.
3. Keyakinan (Assurance); yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan
serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan
keyakinan atau assurance.
4. Perhatian (Emphaty); yaitu syarat untuk peduli, memberi perhatian
pribadi bagi pelanggan.
5. Berwujud (Tangible); yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan,
personal dan media komunikasi.
Di dalam buku “ Teori Administrasi Publik”, Sinambela dkk (2006:6)
mengatakan bahwa kualitas pelayanan prima tercermin dari:
1. Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, muda dan dapat
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara
memadai serta mudah dimengerti,
2. Akuntabilitas, yaitu pelayanan dapat dipertanggung jawabkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,
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3. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan
kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang
pada prinsip efesiensi dan efektifitas,
4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta
masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan
masyarakat,
5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat
dari aspek maupun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima
pelayanan publik.
Kasmir (2005:31), mengatakan bahwa pelayanan yang baik adalah
kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan
kepuasan kepada pelanggan dengan standar yang ditentukan.
Pelayanan yang berkualitas atau pelayanan prima yang berorientasi pada
pelanggan sangat tergantung pada kepuasan pelanggan. Lukman (1999),
menyebut salah satu ukuran keberhasilan menyajikan pelayanan yang
berkualitas sangat tergantung pada tingkat kepuasan pelanggan yang dilayani.
Pendapat tersebut artinya menuju kepada pelayanan eksternal, dari perspektif
pelanggan, lebih utama atau lebih didahulukan apabila ingin mencapai kinerja
pelayanan yang berkualitas.
Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa kedua sudut pandang tentang
pelayanan itu penting, karena bagaimanapun pelayanan internal  adalah langkah
awal dilakukannya suatu pelayanan. Akan tetapi pelayanan tersebut harus
sesuai dengan keinginan pelanggan yang dilayani. Artinya bagaimanapun upaya
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untuk memperbaiki kinerja internal harus mengarah/merujuk pada apa yang
diinginkan pelanggan (eksternal). Kalau tidak demikian, bagaimanapun performa
suatu organisasi tetapi kalau tidak sesuai dengan keinginan pelanggan atau tidak
memuaskan, citra kinerja organisasi tersebut akan dinilai tetap tidak bagus
(Harbani Pasolong, 2007:133).
Pada dasarnya tujuan dari sebuah pelayanan umum adalah mendapatkan
suatu kepuasan dari objek atau masyarakat. Akuntabilitas, transparansi,
keadilan, profesionalisme dan demokratis seperti yang disebutkan oleh World
Bank, UNDP, United Nations dan beberapa lembaga internasional lainnya. Akan
tetapi dari beberapa sumber menunjukkan masih adanya aparat birokrasi yang
mengabaikan pekerjaan yang melayani dimana sebenarnya hal itu merupakan
tanggung jawabnya. Secara terinci Master dalam Dadang Jualianta dalam buku
karangan Lijan Poltak Sinambela mengemukakan berbagai hambatan dalam
pengembangan sistem manajemen kualitas yaitu:
1. Ketiadaan komitmen dari manajemen
2. Ketiadaan pengetahuan dan kekurang pahaman tentang manajemen
kualitas bagi aparatur yang bertugas melayani
3. Ketidakmampuan aparatur mengubah kultur yang mempengaruhi kualitas
manajemen pelayanan
4. Ketidaktepatan perencanaan manajemen kualitas yang dijadikan
pedoman dalam pelayanan pelanggan
5. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan belum dioptimalkan
6. Ketidakmampuan membangun Learning Organization, Learning by the
Individuals
7. Ketidaksesuaian antara struktur organisasi dengan kebutuhan
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8. Ketidak cukupan sumber daya dan dana
9. Ketidaktepatan system penghargaan dan balas jasa bagi karyawan
10. Ketidaktepatan mengadopsi prinsip manajemen kualitas ke dalam
organisasi
11. Ketidaktepatan dalam memberikan perhatian pada pelanggan
12. Ketidaktepatan dalam pemberdayaan dan kerja sama
Peningkatan kualitas pelayanan menurut Zeithhaml-Parasuraman-Berry
(1990) meliputi lima dimensi pokok, yaitu:
1. Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai,
dan sarana komunikasi.
2. Keandalan (reliability) yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang
dijanjian dengan segera, akurat, dan memuaskan.
3. Daya tanggap (responsiveness) yaitu keinginan para staf untuk
membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
4. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan kemampuan, kesopanan,
dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya,
resiko atau keragu-raguan.
5. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi
yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan.
Menurut Dwiyanto dalam Tangkilisan (2005:223), ada beberapa faktor
yang mempengaruhi kualitas pelayanan itu sendiri adalah :
1. Faktor internal antara lain kewenangan direksi, sikap yang berorientasi
terhadap perubahan, budaya organisasi, etika organisasi, sistem
internship maupun semangat kerjasama.
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2. Faktor eksternal antara lain budaya politik, dinamika dan perkembangan
politik, pengelolaan konflik lokal, kondisi sosial ekonomi dan kontrol yang
dilakukan oleh masyarakat serta organisasi LSM (Lembaga Swadaya
Masyarakat).
Faktor-faktor pendukung pelayanan menurut Moenir dalam bukunya yang
berjudul “Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia”, faktor tersebut dapat
mempengaruhi pelayanan, adapun faktor-faktor tersebut adalah :
1. Faktor kesadaran
Adanya kesadaran dapat membawa seseorang kepada keikhlasan dan
kesungguhan dalam menjalankan atau melaksanakan suatu kehendak.
Kehendak dalam lingkungan organisasi kerja tertuang dalam bentuk
tugas, baik tertulis maupun tidak tertulis, mengikat semua orang dalam
organisasi kerja. Karena itu dengan adanya kesadaran pada pegawai
atau petugas, diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan penuh
keikhlasan, kesungguhan dan disiplin. Kelebihan dan tingkah laku orang
lain jika disadari lalu dikembangkan dapat menjadi faktor pendorong bagi
kemajuan dan keberhasilan.
2. Faktor aturan
Aturan adalah perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan
orang. Makin maju dan majemuk suatu masyarakat makin besar peranan
aturan dan dapat dikatakan orang tidak dapat hidup layak dan tenang
tanpa aturan. Oleh karena itu aturan demikian besar dalam hidup
masyarakat maka dengan sendirinya aturan harus dibuat, dipatuhi, dan
diawasi sehingga dapat mencapai sasaran sesuai dengan maksudnya.
Dalam organisasi kerja dibuat oleh manajemen sebagai pihak yang
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berwenang mengatur segala sesuatu yang ada di organisasi kerja
tersebut. Oleh karena setiap orang pada akhirnya menyangkut langsung
atau tidak langsung kepada orang, maka masalah manusia serta sifat
kemanusiaannya harus menjadi pertimbangan utama. Pertimbangan
harus diarahkan kepada sebagai subyek aturan, yaitu mereka yang akan
dikenai aturan itu.
3. Faktor organisasi
Organisasi pada dasarnya tidak berbeda dengan organisasi pada
umunya, namun ada perbedaan sedikit dalam penerapannya, karena
sasaran pelayanan ditujukan secara khusus, kepada manusia yang
mempunyai dan kehendak multikompleks, kepada manusia yang
mempunyai dan kehendak multikompleks. Oleh karena itu organisasi
yang dimaksud disini tidak semata-mata dalam perwujudan susunan
organisasi, melainkan lebih banyak pada pengaturan dan mekanisme
kerjanya yang harus mampu menghasilkan pelayanan yang memadai.
4. Faktor pendapatan
Pendapatan adalah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas
tenaga, dana, serta pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau
badan/organisasi, baik dalam bentuk uang, maupun fasilitas, dalam
jangka waktu tertentu. Pada dasarnya pendapatan harus dapat
memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya maupun keluarganya.
5. Faktor kemampuan dan keterampilan
Kemampuan yang dimaksud disini adalah keadaan yang ditujukan pada
sifat atau keadaan seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan
atas ketentuan-ketentuan yang ada. Istilah yang “kecakapan” selanjutnya
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keterampilan adalah kemampuan melaksanakan tugas atau pekerjaan
dengan menggunakan anggota badan dan pengetahuan kerja yang
tersedia. Dengan pengertian ini dapat dijelaskan bahwa keterampilan
lebih banyak menggunakan unsur anggota badan dari pada unsur lain.
6. Faktor sarana pelayanan
Sarana pelayanan yang dimaksud disini adalah segala jenis pelayanan,
perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama
atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi social
dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan
dengan organisasi kerja itu. Fungsi sarana pelayanan itu antara lain:
a. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat
menghemat waktu.
b. Meningkatkan produktivitas, baik barang maupun jasa.
c. Kualitas produk yang lebih baik.
d. Kecepatan susunan dan stabilitas terjamin.
e. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang
berkepentingan.
f. Menimbulkan perasaan puas orang-orang yang berkepentingan
sehingga dapat mengurangi sifat emosional mereka.
Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis
dan komprehensif agar kepuasan pelanggan yang menjadi tujuan utama dapat
terpenuhi, tentunya dengan mengetahui dengan pasti siapa pelanggannya. Hal
ini dapat terwujud dengan konsep “layanan sepenuh hati” yaitu suatu layanan
yang berasal dari diri sendiri yang mencerminkan watak, emosi, keyakinan, nilai,
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sudut pandang dan perasaan (Patricia Patton) yang mana terletak pada empat
sikap “P” yaitu:
1. Passionate (gairah). Ini menghasilkan semangat yang besar terhadap
pekerjaan, diri sendiri, dan orang lain. Antusiasme dan perhatian yang
dibawakan pada layanan sepenuh hati akan membedakan bagaimana
memandang diri sendiri dan pekerjaan dari tingkah laku dan cara member
layanan kepada para konsumen. Gairah berarti menghadirkan kehidupan
dan vitalitas dalam pekerjaan.
2. Progressive (progresif). Penciptaan cara baru dan menarik untuk
meningkatkan layanan dan gaya pribadi. Pekerjaan apapun yang kita
tekuni, jika memiliki gairah dan pola piker yang progresif, akan
menjadikan pekerjaan lebih menarik. Bersikap kreatif itu dimulai dari
berfikir, bukannya membatasi diri sendiri terhadap cara memberi layanan.
3. Proactive (proaktif). Supaya aktif harus melibatkan pekerjaan kita. Banyak
orang yang hanya berdiam diri dan menanti disuruh melakukan sesuatu
bila diperlukan. Untuk mencapai kualitas layanan yang lebih bagus
diperlukan inisiatif yang tepat
4. Positive (positif). Senyum merupakan bahasa isyarat universal yang
dipahami semua orang dimuka bumi ini. Berlaku positif itu sangat
menarik. Sikap ini dapat mengubah suasana dan kegairahan pada hampir
semua interaksi konsumen. Berlaku positif berarti seyogyanya berlaku
hangat dalam menyambut para konsumen dan tidak ada pertanyaan atau
permintaan yang tidak pada tempatnya.
Senada dengan hal tersebut maka birokrasi publik harus memenuhi
prinsip- prinsip dalam penyediaan pelayanan pada sektor publik yakni :
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1. Menetapkan standar pelayanan. Standar tidak hanya menyangkut standar
atas produk pelayanan tetapi juga standar prosedur  pelayanan dalam
kaitannya dengan pemberian pelayanan yang berkualitas.
2. Terbuka terhadap kritik atau saran serta keluhan dan menyediakan
seluruh informasi secara proaktif pada masyarakat.
3. Memperlakukan seluruh masyarakat sebagai pelanggan secara adil
4. Mempermudah akses kepada seluruh masyarakat pelanggan. Unit- unit
pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan harus benar-
benar mudah diakses oleh masyarakat.
5. Menggunakan semua sumber yang digunakan untuk melayani
masyarakat pelanggan secara efesien, efektif dan ekonomis.
Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
63/KEP/M.PAN/7/2004 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan
publik terdapat prinsip pelayanan yang kemudian dikembangkan menjadi 14
unsur yang relevan, valid serta reliable sebagai unsur minimal yang harus ada
sebagai dasar dalam melakukan pengukuran terhadap indeks kepuasan
masyarakat, yaitu:
1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat.
2. Persyaratan pelayanan, yaitu merupakan persyaratan teknis dan
administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai
dengan jenis pelayanannya.
3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas
yang memberikan layanan (nama, jabatan serta wewenang dan tanggung
jawabnya)
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4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesanggupan petugas dalam
memberikan pelayanan terutama dalam hal konsistensi waktu kerja
sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan
tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian
pelayanan
6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan
yang dimiliki petugas dalam memberikan dan menyelesaikan pelayanan
kepada masyarakat.
7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan
dalam waktu yang telah ditetapkan oleh unit penyelenggara pelayanan.
8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan
tidak membeda- bedakan golongan atau status dari masyarakat yang
dilayani.
9. Kesopanan dan keramahan petugas, adalah sikap dan prilaku petugas
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sopan dan
ramah serta saling menghormati dan menghargai.
10. Kewajaran biaya pelayanan, merupakan keterjangkauan masyarakat
terhadap besarnya biaya pelayanan yang telah ditetapkan oleh unit
pelayanan.
11. Kepastian jadwal pelayanan, pelaksanaan waktu pelayanan yang sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
12. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan
yang bersih, rapid an teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman
kepada penerima layanan.
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13. Keamanan pelayanan, adalah terjaminnya tingkat keamanan lingkungan
unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga
masyarakat penerima layanan merasa tenang untuk mendapatkan
pelayanan terhadap resiko- resiko yang dapat diakibatkan dari
pelaksanaan pelayanan.
Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna
jasa penyelenggaraan pelayanan haruslah memenuhi asas- asas pelayanan
yang dikutip Ratminto dan Atik (2005:19) dalam Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara No.63 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yaitu:
1. Transparansi: bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua
pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah
dimengerti.
2. Akuntabilitas : dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan
aturan perundang- undangan.
3. Kondisional : sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan
penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efesiensi dan
efektifitas.
4. Partisipatif : mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik dan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan
masyarakat.
5. Kesamaan hak : tidak iskriminatif dalam arti tidak membeda- bedakan
suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban : pemberi dan penerima pelayanan
publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing- masing pihak.
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Lebih lanjut ditekankan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 tentang pedoman umum
penyelenggaraan pelayanan publik, bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan
harus memilki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya
kepastian bagi penerima pelayanan. Dalam bukunya Ratminto dan Atik, standar
ini merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik





e. Sarana dan prasarana
f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan.
Namun pada bagian lain dikemukakan bahwa ada 5 hal yang perlu
diperhatikan dalam memberikan pelayanan oleh lembaga pemerintah
sebagaimana yang dikutip dalam buku “Reformasi Pelayanan Publik (Lijan Poltak
Sinambela,2006:45)” yakni
1. Function , kinerja yang patut dituntut.
2. Confirmance, keputusan yang didasarkan pada pemenuhan persyaratan
yang telah ditetapkan.
3. Reability, kepercayaan terhadap jasa dalam kaitannya dengan waktu.
4. Serviceability, kemampuan untuk melakukan perbaikan apabila terjadi
kekeliruan.
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5. Adanya Assurance, mencakup adanya suatu pengetahuan, kemampuan,
kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari
bahaya, resiko atau keragu- raguan.
Di dalam buku “Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia” karangan
H.A.S Moenir (2006:40) memaparkan tentang penyebab kemungkinan tidak
adanya layanan yang memadai antara lain karena:
1. Tidak/kurang adanya kesadaran terhadap tugas/ kewajiban yang menjadi
tanggung jawabnya
2. Sistem, prosedur dan metode kerja yang ada tidak memadai, sehingga
mekanisme kerja tidak berjalan sebagaimana mestinya.
3. Pengorganisasian tugas pelayanan yang belum serasi, sehingga terjadi
simpang siur penanganan tugas, tumpang tindih (overlapping) atau
tercecernya suatu tugas tidak ada yang menangani.
4. Pendapatan pegawai yang tidak mencukupi memenuhi kebutuhan hidup
meskipun secara minimal.
5. Kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang dibebankan
kepadanya.
6. Tidak tersedianya sarana pelayanan yang memadai.
Tingkat kepuasan masyarakat merupakan indikator keberhasilan
pelayanan umum. Semakin besar manfaat yang dirasakan masyarakat maka
semakin bagus pula kualitas layanan yang dilakukan aparat. Sebaliknya tingkat
kepuasan yang rendah mengidentifikasikan buruknya pelayanan aparat.
Upaya pemerintah dalam menerapkan sistem pelayanan yang berkualitas
dimana pada umumnya dicerminkan oleh kinerja birokrasi pemerintah, untuk itu
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birokrasi pemerintah diharapkan lebih optimal dalam memberikan pelayanan dan
menjadikan masyarakat sebagai pihak paling utama yang harus dilayani.
Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan maka, birokrasi pablik
harus memenuhi prinsip- prinsip dalam penyediaan pelayanan pada sektor publik
menurut Lembaga Administrasi Negara (2003:23) yang dikutip dalam salah satu
alamat website (http://silahudin66.blogspot.com/2010/05/standard-pelayanan-
publik.html) yaitu :
1. Menetapkan standar pelayanan. Standar tidak hanya menyangkut standar
atas produk pelayanan tetapi juga standar prosedur pelayanan dalam
kaitan dengan pemberian pelayanan yang berkualitas.
2. Terbuka terhadap kritik atau saran serta keluhan dan menyediakan
seluruh informasi yang diperlukan dalam pelayanan. Dibutuhkan berbagai
instrumen yang memungkinkan masyarakat menyampaikan saran, kritik,
atau keluhan dan menyediakan informasi secara proaktif pada
masyarakat.
3. Memperlakukan seluruh masyarakat sebagai pelanggan secara adil.
Dalam pemberian produk layanan tertentu, masyarakat harus diberi
pilihan secara transparan yang berkonskuensi pada tarif layanan yang
dibayarkan.
4. Mempermudah akses kepada seluruh masyarakat pelanggan. Unit- unit
pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan harus benar-
benar mudah diakses oleh masyarakat pelanggan.
5. Menggunakan semua sumber yang digunakan untuk melayani
masyarakat pelanggan secara efektif dan efesien. Karena kriteria dasar
pelayanan publik adalah efesiensi, efektivitas, serta ekonomis, maka
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dalam pemanfaatan sumber yang digunakan dalam pelayanan harus
memenuhi kriteria ini.
6. Selalu mencari pembaruan dan mengupayakan peningkatan kualitas
layanan. Penyelenggara pelayanan harus secara kontinyu melakukan
pembaruan dan penyempurnaan baik secara responsive sesuai masukan
dari masyarakat pelanggan dan penilaian kinerja pelayanan maupun
secara proaktif atas kehendak manajemen.
Menurut Parasuraman dalam Umar (2002) menyatakan ada lima
kesenjangan (Gap) dalam proses pelayanan, yaitu :
1. Gap antara harapan konsumen dan pendapat manajemen
Gap ini muncul sebagai akibat dari ketidaktahuan manajemen tentang
kualitas jasa macam apa yang sebenarnya diharapkan konsumen
pengguna jasa dan bagaimana penilaian konsumen terhadap pelayanan
yang diberikan. Akibatnya desain dan standar jasa yang disampaikan
menjadi tidak baik. Sehingga perusahaan tidak dapat memperlihatkan
kinerja pelayanan yang dijjanjikan. Kesenjangan ini pada umumnya
disebabkan kurangnya orientasi penelitian pemasaran, pemanfaatan yang
tidak memadai atas temuan-temuan penelitian, kurangnya interaksi antara
pihak manajemen dan pelanggan, komunikasi atas-bawah yang kurang
memadai, serta terlalu banyaknya lapis manajemen. Contohnya, pimpinan
rumah sakit mengira pasien menghendaki makanan yang lezat, padahal
sebetulnya pasien lebih menganggap penting perawat yang tanggap dan
cekatan.
2. Gap antara pendapat manajemen tentang harapan konsumen dan
spesifikasi kualitas jasa
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Gap ini muncul karena para manajer menetapkan spesifikasi kualitas jasa
yang tidak tidak jelas dan realistis. Akibatnya pegawai yang memberikan
pelayanan kepada konsumen secara langsung tidak tahu pelayanan
seperti apa yang harus diberikan. Kesenjangan ini dapat terjadi, antara
lain, karena tidak memadainya komitmen manajemen terhadap kualitas
jasa, tidak memadainya standardisasi, dan tidak adanya tujuan yang jelas.
Contohnya, pimpinan rumah sakit memberikan instruksi kepada perawat
agar memberikan pelayanan dengan cepat tetapi tidak menentukan
standar waktu yang spesifik dan konkrit mengenai cepatnya pelayanan
yang diharapkan (1 jam atau 2 jam, dan seterusnya).
3. Gap antara spesifikasi kualitas jasa dan jasa yang disajikan
Gap ini biasanya muncul pada jasa yang sistim penyampaiannya sangat
tergantung pada karyawan. Pendapat yang akurat tentang harapan
konsumen memang penting, tetapi belum cukup untuk menjamin bahwa
spesifikasi kualitas jasa akan terpenuhi apabila jasa memerlukan kinerja
pelayanan dan penyajian yang sesegera mungkin bila para konsumen
pengguna jasa hadir ditempat jasa diproses. Kesenjangan ini terjadi,
diantaranya, karena karyawan kurang terlatih, beban kerja yang
melampaui batasan (overload), ambiguitas peran, atau konflik peran. Gap
ini mengindikasikan perlunya ditetapkan disain dan standar jasa yang
berorientasi kepada konsumen pengguna jasa.
4. Gap antara penyampaian jas aktual dan komunikasi eksternal kepada
konsumen pengguna jasa.
Janji yang disampaikan mungkin secara potensial bukan hanya
meningkatkan harapan yang akan dijadikan sebagai standar kualitas jasa
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yang akan diterima konsumen pengguna jasa, akan tetapi juga akan
meningkatkan pendapat tentang jasa yang akan disampaikan kepada
debitur. Kegagalan dalam memenuhi jasa yang dijanjikan dengan
faktanya akan memperbesar gap ini. Contoh: di dalam brosur dinyatakan
tersedia kamar hotel yang mewah, bersih, dan rapi, tetapi kenyataannya
kamar tidak bersih dan rapi. Kesenjangan ini terjadi, antara lain, karena
tidak memadainya komunikasi antara penyedia dengan pembeli jasa
serta adanya kecenderungan untuk memberikan janji yang berlebihan.
5. Gap antara jasa yang diharapkan dan jasa aktual yang diterima
Gap ini timbul akibat adanya perbedaan antara kinerja pelayanan yang
diterima pada konsumen pengguna jasa dan kinerja pelayanan yang
diharapkan atau kepentingan konsumen pengguna jasa. Bila
dihubungkan dengan tingkat kesesuaian konsumen pengguna jasa, ini
menccerminkan bahwa para konsumen pengguna jasa tersebut berada
pada keadaan sesuai. Kesenjangan ini terjadi apabila pelanggan
mempunyai persepsi sendiri dalam mengukur kinerja/prestasi
perusahaan. Sebagai contoh, dokter merasa perlu sering-sering
mengunjungi pasiennya karena perlu memperhatikan pasien dengan baik,
tetapi pasien wanita (muda dan cantik) mungkin mempunyai persepsi
bahwa dokter sedang menaksirnya.
I.1.3 Konsep Akta Kelahiran
Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “Acte” atau
”akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “Act” atau “deed” menurut pendapat
umum mempunyai dua arti (Jbptunikompp-gdl-restiawati-21139-2-babii-
doc.htpp//google.com ), yaitu:
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1. Perbuatan (handling) atau perbuatan hukum (rechtshandeling).
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai
Perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada
pembuktian tertentu.
Pengertian Akta menurut (Pasal 165 Tahun 1941 Nomor 84) adalah :
”Surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang
berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua
belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya
sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat
itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta
itu”.
Akta sangatlah penting artinya karena dalam peristiwa penting seperti
kelahiran, perkawinan, perceraian dsb akan membawa akibat hukum bagi
kehidupan yang bersangkutan dan juga terhadap orang lain atau pihak ketiga.
Dengan adanya sebuah akte akan membawa kejelasan dan kepastian sesuatu
hal secara mudah. Akta adalah suatu bukti tentang peristiwa penting yang
dialami seseorang yang telah dicatat atau didaftarkan serta dibukukan.
Ada 4 macam daftar yang dibuat oleh pegawai catatan sipil antara lain :
daftar kelahiran, daftar perkawinan, daftar perceraian dan daftar kematian. Yang
mana dari keempat jenis akte tersebut berfungsi sebagai :
1. Merupakan alat bukti paling kuat dalam menentukan kedudukan
seseorang
2. Merupakan alat otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna
di depan hakim
3. Memberikan kepastian hukum yang berkaitan tentang kejadian- kejadian
mengenai kelahiran, kematian, perkawinan dan pengakuan perceraian
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4. Dari segi peristiwanya akta- akta kelahiran dari catatan sipil dapat
dipergunakan untuk tanda bukti yang otentik dalam hal pengurusan
paspor, WNI, KTP, keperluan sekolah, bekerja, menentukan status ahli
waris dan sebagainya.
Akta Kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh
atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu
adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani
untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu.
Dari isi akta kelahiran tersebut, maka akta kelahiran anak sah
membuktikan tentang hal-hal sebagai berikut:
1. Data lahir
2. Kewarganegaraan (WNI atau WNA)
3. Tempat Kelahiran
4. Hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran
5. Nama lengkap anak.
6. Jenis kelamin anak
7. Nama ayah
8. Nama ibu
9. Hubungan antara ayah dan ibu
10. Tanggal, bulan dan tahun terbit akta
11. Tanda tangan pejabat yang berwenang.
Pada penelitian ini akan dibatasi pada akta kelahiran saja, dimana akta
kelahiran merupakan akta catatan sipil hasil pencatatan peristiwa kelahiran
seseorang. Ada 3 akta kelahiran, yaitu:
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1. Akta Kelahiran Umum, akte kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan
kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat- lambatnya 60
hari kerja bagi WNI dan 10 hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran
bayi.
2. Akta Kelahiran Istimewa, akte kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan
kelahiran yang telah melampaui batas waktu 60 hari kerja bagi WNI dan
10 hari kerj bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi.
3. Akta Kelahiran Dispensasi, akte kelahiran yang dibuat berdasarkan
program pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang
lahir sampai dengan 31 Desember 1085 dan terlambat pendaftaran atau
pencatatan kelahirannya.
II.2 Defenisi Konseptual
1. Kualitas adalah kemampuan produk atau jasa untuk memenuhi
kebutuhan pelanggan (Heizer dan Render,2001:171) dalam buku
karangan Wibowo (2007:271).
2. Pelayanan adalah tindakan menolong (melayani) yaitu kegiatan
menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain.
3. Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan pelayanan yang dapat
memenuhi keinginan pelanggan.
4. Akta adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh lembaga yang
berwenang dimana pembuatannya bertujuan untuk menjadikannya bukti
atas suatu peristiwa.
5. Akta kelahiran adalah akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh lembaga
yang berwenang, dalam hal ini dinas kependudukan dan Pencatatan sipil,
yang berkaitan dengan adanya peristiwa kelahiran.
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6. Kualitas pelayanan akta kelahiran adalah kemampuan aparat di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dalam melayani
masyarakat yang melakukan pengurusan akta kelahiran sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, sehingga menciptakan kepuasan bagi
masyarakat.
II.3 Kerangka Konsep
Dalam hal pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wajo pada hakekatnya dituntut untuk memberikan pelayanan yang
berkualitas dengan tujuan akhir tercapainya kepuasan seluruh masyarakat di
Kabupaten Wajo.
Kepuasan masyarakat dapat diperoleh apabila terdapat kesesuaian
antara nilai kinerja pelayanan dengan nilai harapan masyarakat terhadap
pelayanan itu sendiri.
Kesenjangan yang negatif (apabila tingkat harapan masyarakat terhadap
pelayanan lebih besar dibanding nilai kinerja pelayanan), mengindikasikan
kualitas pelayanan yang buruk. Sebaliknya kesenjangan positif (apabila nilai
kinerja pelayanan yang diberikan lebih besar dibanding tingkat harapan
masyarakat), maka kualitas pelayanan tergolong baik.
Untuk menentukan kualitas pelayanan akta kelahiran di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, maka digunakan teori
yang dikemukakan oleh Kotler (1994:561), dimana terdapat lima determinan
kualitas pelayanan yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan
yaitu sebagai berikut :
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1. Keandalan (Reliability); yaitu kemampuan untuk melaksanakan jasa yang
dijanjikan dengan tepat, akurat, terpercaya, konsisten dan kesesuaian
pelayanan
2. Daya Tanggap (Responsiveness); yaitu kemampuan untuk membantu
pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat atau ketanggapan serta
mendengar dan mengatasi keluhan yang diajukan konsumen.
3. Keyakinan (Assurance); yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan
serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan
keyakinan atau assurance.
4. Perhatian (Emphaty); yaitu syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi
bagi pelanggan.
5. Berwujud (Tangibles); yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal
dan media komunikasi.
Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan kerangka konsep penelitian
















Dalam penelitian ini penulis, menggunakan pendekatan kuantitatif untuk
mengolah data- data yang diperoleh dari lokasi penelitian, dimana data kuantitatif
menurut Sugiyono (2006:14) merupakan data yang yang berbentuk angka atau
data kualitatif yang diangkakan. Pendekatan kuantitatif yaitu pencarian
data/informasi dari realitas permasalahan yang ada dengan mengacu pada
pembuktian konsep/teori yang digunakan.
III.2 Jenis / Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif yang dimaksudkan
untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang
diteliti, menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistematis. Dasar
penelitian ini adalah survey, yaitu pembagian kuesioner kepada responden yang
berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan
penelitian.
III.3 Unit Analisis
Unit analisis penelitian ini adalah organisasi, dalam hal ini Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo. Penentuan unit analisis ini
didasarkan pada pertimbangan objektif, untuk mendeskripsikan penelitian
mengenai Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo.
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III.4. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian ini yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Wajo. Penulis tertarik untuk menjadikan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo sebagai lokasi penelitian didasarkan pada
pertimbangan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Wajo merupakan ujung tombak terdepan unsur pelayanan kepada masyarakat
yang sangat strategis dan berperan dalam memberikan pelayanan dimana akta
kelahiran ini merupakan berkas yang sangat penting bagi setiap anak karena
merupakan simbol pengakuan akan keberadaan dan jaminan terhadap hak-
haknya sebagai warga negara. Mengingat pentingnya akta kelahiran bagi setiap
anak, maka sudah seharusnya pemerintah Kabupaten Wajo dan aparatur Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada khususnya memberikan perhatian
terhadap tersedianya pelayanan yang berkualitas dalam pengurusan akta
kelahiran, yang masih terdapat banyak kelemahan- kelemahan.
III.5 Populasi dan Sampel
III.5.1 Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2006:90). Dalam
penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat yang mengurus Akta
Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dan
pegawai pemerintah sebagai pemberi layanan khususnya menyangkut
pelayanan akta kelahiran. Untuk menjaring pendapat pegawai dan masyarakat




Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
dengan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pertimbangan,
yaitu memilih anggota populasi yang diperhitungkan dapat memberikan informasi
akurat sehubungan dengan tujuan penelitian. Adapun yang dimaksud dengan
teknik purposive sampling adalah metode penetapan sampel dengan
berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu.
Sebagai responden adalah pegawai  berjumlah 10 orang dan masyarakat
yang melakukan pengurusan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, diketahui jumlah
masyarakat yang melakukan pengurusan akta kelahiran tiap bulan mencapai
kurang lebih 300 orang dari 14 kecamatan di Kabupaten Wajo.
Agar responden (sampel) yang diambil dalam penelitian ini dapat
mewakili populasi maka jumlah responden ditentukan menurut rumus Slovin
dalam Rosady Ruslan (2008:150), sebagai berikut
n = Ukuran Sampel
N = Ukuran Populasi
e = Persentase ketidaktelitian karena kesalahan    pengambilan
sampel yang masih dapat ditolerir.
Dalam penelitian ini diketahui N sebesar 300, e ditetapkan sebesar 10%.
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Jadi  jumlah minimal sampel yang diambil oleh peneliti adalah 75 orang.
III.6. Operasionalisasi Konsep
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prasarana pelayanan
 Ruang pelayanan yang
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Likert
III.7 Teknik Pengumpulan Data
III.7.1 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuntitatif.
Sedangkan sumber data yaitu:
1. Data primer
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Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau data
yang bersumber dari responden yaitu masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan
dari hasil kuesioner yang telah dibagikan pada masyarakat dan pengamatan
langsung di lokasi penelitian sehubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diambil atau bersumber dari
dokumen laporan, literatur, peraturan- peraturan yang berkaitan dengan masalah
yang akan diteliti, tulisan serta hasil dari penelitian yang dilakukan.
III.7.2 Instrumen Pengumpulan Data
Dalam penelitian kali ini penulis akan melakukan teknik pengumpulan
data dengan cara sebagai berikut:
1. Kuesioner, adalah salah satu alat ukur dalam penelitian untuk melihat
fenomena yang ada. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis
kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2006:162).
2. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap
gejala- gejala yang diteliti (Husaini Usman & Purnomo,2004:54).
III.8 Teknik Analisis Data dan Pengukuran
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
analisis kuantitatif dengan menggunakan tabel-tabel frekuensi yaitu menganalisa
data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah
terkumpul dan menyajikan dalam bentuk angka-angka tanpa bermaksud
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membuat kesimpulan yang berlaku umum, hasilnya diuraikan secara deskriptif
dengan memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan akta kelahiran di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo.
Terhadap data yang telah diperoleh melalui kuesioner, selanjutnya
dipastikan jawaban responden berdasarkan total skor masing-masing jawaban.
Dari data tersebut, dilakukan analisis deskriptif melalui perhitungan persentase
dan sistem skor untuk mengetahui komposisi jawaban responden.
Adapun menurut Singararimbun & Effendy (1995:272) analisis persentase





Σ (F.X) = Jumlah skor kategori jawaban
N = Jumlah responden
Selain tabel frekuensi, analisa data juga dilakukan dengan menggunakan
skala likert. Skala likert dikembangkan oleh Rensis Likert (1932) yang paling
sering digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi responden terhadap
suatu objek (Husaini Usman & Purnomo Setiady,2004:69). Pemberian skor
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dimulai dari nilai tertinggi dengan 4 dan skor terendah 1. Klasifikasi antara lain
sebagai berikut :
Sangat cepat / sangat mudah / sangat mampu / sangat
sesuai / sangat jelas / sangat lengkap / sangat baik /
sangat tepat / sangat sopan & ramah / sangat adil/
sangat disiplin / sangat wajar / sangat tanggap /.sangat
cermat / sangat nyaman & memadai / sangat sederhana
Skor 4
Cepat / mudah / mampu / sesuai / jelas / lengkap / baik /
tepat / sopan & ramah / adil / disiplin / wajar / tanggap /
cermat / nyaman & memadai / sederhana
Skor 3
Kurang cepat / kurang mudah / kurang mampu / kurang
sesuai / kurang jelas / kurang lengkap / kurang baik /
kurang tepat / kurang sopan & kurang ramah / kurang
adil / kurang disiplin / kurang wajar / kurang tanggap /
kurang cermat / kurang nyaman & kurang memadai /
kurang sederhana
Skor 2
Tidak cepat / tidak mudah / tidak mampu / tidak sesuai
/ tidak jelas / tidak lengkap / tidak baik / tidak tepat /
tidak sopan & tidak ramah / tidak adil / tidak disiplin /
tidak wajar / tidak tanggap / tidak cermat / tidak nyaman
& tidak memadai / tidak sederhana
Skor 1
Untuk mengetahui berkualitas atau tidaknya pelayanan akta kelahiran di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Wajo, maka penulis membuat
suatu ukuran yaitu sebagai berikut :
1. Sangat berkualitas : 76 % - 100 %
2. berkualitas : 51 % - 75 %
3. Kurang berkualitas : 26 % - 50 %




IV.1. Letak Geografis dan Batas Wilayah
Kabupaten Wajo adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi
Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sengkang. Kabupaten wajo
terletak pada posisi 3039’-4016’ Lintang Selatan dan 119053’-120027 Bujur Timur,
merupakan daerah yang terletak ditengah-tengah Propinsi Sulawesi Selatan dan
pada zone tengah yang merupakan suatu depresi yang memanjang pada arah
laut tenggara dan terakhir merupakan selat. Batas wilayah Kabupaten Wajo
adalah sebagai berikut :
 Sebelah Utara : Kabupaten Luwu dan Kab. Sidenreng Rappang
 Sebelah Timur : Teluk Bone
 Sebelah Selatan : Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng
 Sebelah Barat : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap
Komoditi unggulan Kabupaten Wajo yaitu sektor perkebunan, pertanian
dan jasa. Sektor Perkebunan komoditi unggulannya adalah Kelapa Sawit, Kakao,
Tebu, Kopi, Kelapa, Cengkeh, Jambu Mete, Kemiri, lada, Pala, dan Vanili. Sub
sektor Pertanian komoditi yang diunggulkan berupa Jagung, Tembakau dan Ubi
Kayu. sub sektor jasa Pariwisatanya yaitu wisata alam dan budaya.
Luas Wilayahnya adalah 2.506,19 Km2atau 4,01% dari luas Propinsi
Sulawesi Selatan dengan rincian Penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah
83.588 ha (33,35%) dan lahan kering 167.031 ha (66,65%).
Sampai dengan akhir tahun 2009 wilayah Kabupaten Wajo tidak
mengalami pemekaran, yaitu tetap terbagi menjadi 14 wilayah Kecamatan.
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Tabel 2





1 Sabbangparu 11.957 13.768 25.725 6.73%
2 Tempe 27.158 29.328 56.486 14.77%
3 Pammana 14.757 16.495 31.252 8.17%
4 Bola 9.176 10.133 19.309 5.05%
5 Takkalalla 9.621 10.683 20.304 5.31%
6 Sajoanging 9.316 10.023 19.339 5.06%
7 Penrang 7.179 8.310 15.489 4.05%
8 Majauleng 15.023 16.685 31.708 8.29%
9 Tanasitolo 18.911 21.290 40.201 10.51%
10 Belawa 14.530 16.705 31.235 8.17%
11 Maniangpajo 7.747 8.099 15.846 4.14%
12 Gilireng 5.481 5.858 11.339 2.96%
13 Keera 10.952 10.843 21.795 5.70%
14 Pitumpanua 20.703 21.719 42.422 11.09%
Jumlah 182.511 199.939 382.450 100.00%
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo
Penduduk Kabupaten Wajo tahun 2009 sebanyak 382.450 jiwa, dan
terdiri dari penduduk laki–laki sebanyak 182.511 jiwa dan penduduk perempuan
sebanyak 199.939 jiwa. Berdasarkan data penduduk di publikasi ini, sex rasio
penduduk Kabupaten Wajo pada tahun 2008 sebesar 91,28 persen dan rata-rata
laju pertumbuhan penduduknya dari tahun 2004 sampai 2008 sebesar 0,87
persen. Kepadatan Penduduk Kabupaten Wajo sebesar 152 jiwa/km2 dan
hampir 99,4 persen beragama Islam.
Selanjutnya dari keempat-belas wilayah Kecamatan tersebut, wilayahnya
dibagi lagi menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil yang disebut desa atau
kelurahan. Tetap sama dengan kondisi pada tahun 2008, wilayah Kabupaten
Wajo terbentuk dari 48 wilayah yang berstatus Kelurahan dan 128 wilayah yang
berstatus Desa. Jadi secara keseluruhan, wilayah Kabupaten Wajo terbagi
menjadi 176 desa/kelurahan.
51
IV.2. Sekilas Terbentuknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wajo
IV.2.1 Dasar Hukum Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Wajo
Berdasarkan undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dan Peraturan
Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23
tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 yang berbunyi dalam
menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota,
dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana
yang diatur dalam Peraturan Daerah. Dan selanjutnya berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah Pasal 22
ayat 4 huruf E yang berbunyi bidang kependudukan dan catatan sipil, perumusan
urusannya diwadahi dalam bentuk dinas dan Peraturan Daerah No. 6 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten
Wajo.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok
merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang kependudukan
dan pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dimana dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil berkoordinasi dengan pihak terkait, yang meliputi 14 Kecamatan
dan 176 Kelurahan di Kabupaten Wajo.
Dengan jumlah pegawai sebanyak 54 orang terdiri dari 35 orang PNS dan
19 orang pegawai honorer/PTT, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wajo terus berusaha meningkatkan kualitas layanannya kepada
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masyarakat. Hal ini tentu saja semata-mata hanya untuk mewujudkan kepuasan
masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
IV.2.2 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Wajo
Adapun Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Wajo, yaitu
“Mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui pelayanan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil yang professional dan berhasil guna ”.
Sedangkan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil adalah sebagai
berikut :
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Kartu
Identitas Diri (KTP)
2. Meningkatkan kualitas administrasi data kependudukan dan catatan
sipil.
3. Meningkatkan kualitas yang profesionalisme pelayanan
kependudukan dan catatan sipil
4. Meningkatkan pelayanan gratis berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta
Kelahiran, Akta Kematian, dan Akta Perkawinan.
IV.2.3 Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Menurut Pasal 15 Perda No. 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Pemkab. Wajo, tugas dari Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil kabupaten Wajo yaitu Melaksanakan sebagian
kewenangan/urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang kependudukan dan Pencatatan sipil yang menjadi
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tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan  Perundang-
undangan yang berlaku.
IV.2.4 Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Menurut Pasal Perda No. 6 Tahun 2008 adapun fungsi dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan linkup tugas dan
kewenangannya.
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan,
kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
5. Pengelolaan unit pelaksana teknis daerah
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
IV.2.5 Jenis Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wajo
Jenis pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Wajo:
1. Pelayanan Kependudukan
a. Pendaftaran Kependudukan adalah pencatatan biodata penduduk
pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan
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penduduk rentan administrasi serta penertiban dokumen
kependudukan berupa kartu identitas.
b. Kartu Keluarga (KK), adalah kartu identitas keluarga yang memuat
data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta
identitas anggota keluarga. Dimana terdiri dari Kartu Keluarga bagi
WNI (Warga Negara Indonesia) dan WNA (Warga Negara Asing.
c. Kartu Tanda Penduduk (KTP), adalah identitas resmi penduduk
sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang
berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dimana terdiri dari Kartu Tanda Penduduk bagi WNI (Warga
Negara Indonesia) dan WNA (Warga Negara Asing).
d. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
e. Pelayanan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)
f. Pendaftaran pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia
(WNI)
g. Pendaftaran pindah datang penduduk Warga Negara Asing (WNA)
h. Pendaftaran pindah datang antar negara





e. Akta pengangkatan  anak
f. Akta pengakuan anak
g. Akta pengesahan anak
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h. Akta perubahan nama
i. Pelayanan perubahan status kewarganegaraan
IV.3. Pelayanan Akta Kelahiran
IV.3.1. Persyaratan Pelayanan Akta Kelahiran
Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia (WNI)
sebagaimana dimaksud dalam peraturan Presiden RI No.25 tahun 2008 pasal 52
ayat 2, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa;
a. Surat Kelahiran dari Dokter / Bidan / Penolong Kelahiran;
b. Nama dan Identitas Saksi Kelahiran;
c. Kartu Keluarga Orang Tua;
d. Kartu Tanda Penduduk Orang Tua;
e. Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan Orang Tua;
Sedangkan pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud
dalam pasal 51 ayat 2, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa;
a. Surat Kelahiran dari Dokter / Bidan / Penolong Kelahiran;
b. Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan Orang Tua;
c. KK dan KTP Orang Tua bagi Pemegang Izin Tinggal Tetap;
d. Surat Keterangan Tempat Tinggal ( SKTT) Orang Tua bagi
pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau
e. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.
Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51 ayat (2) bahwa Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan
orang tuanya harus melampirkan berita Acara pemeriksaan dari kepolisian.
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IV.3.2. Prosedur Pelayanan Akta Kelahiran
Pencatatan kelahiran penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam
peraturan Presiden RI No. 25 tahun 2008 Pasal 51 ayat (2) huruf a (Surat
kelahiran dari dokter/ bidan/ penolong kelahiran) dilakukan dengan tata cara;
1. Pemohon
a. Mengisi Formulir surat keterangan kelahiran kepada petugas
registrasi di kantor desa/ kelurahan.
b. Formulir surat keterangan kelahiran ditandatangani oleh pemohon
dan diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah.
c. Melapirkan berkas persyaratan  permohonan kelahiran.
d. Membayar Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
e. Menanda tangani lembaran Register Akta Kelahiran.
2. Petugas Loket Pelayanan :
a. Menerima berkas Permohonan Kelahiran dari Pemohon.
b. Memeriksa berkas yang di sampaikan pemohon.
c. Menyerahkan resi sebagai tanda berkas  telah diterima kepada
pemohon.
d. Mencatat seluruh permohonan kelahiran kedalam  Buku Register
Akta yang di sediakan.
e. Mengumpulkan berkas pendukung permohonan Akta untuk
diserahkan kepada Seksi Penyimpanan Data dan Arsip.
3. Operator
a. Melakukan Verifikasi Data Pemohon.
b. Melakukan Entri Data.
c. Mencatat Akta dan Kutipan Akta.
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d. Menyerahkan Akta dan Kutipan Akta serta berkas pendukung lainnya
untuk di teliti kepada  Kepala Seksi.
4. Kepala Seksi Kelahiran :
a. Melakukan Pemeriksaan berkas akta kelahiran serta kutipan akta
kelahiran.
b. Memaraf akta dan Kutipan Akta Kelahiran.
c. Menyerahkan Akta dan Kutipan Akta Kelahiran yang telah di paraf
kepada Kepala Bidang Akta.
d. Meneliti hasil penerbitan Akta dan Kutipan Akta sesuai dengan
berkas yang terlampir.
5. Kepala Bidang Kelahiran :
a. Menerima berkas dan kelengkapan pengurusan Akta dan  Kutipan
yang telah di paraf oleh Kepala Seksi.
b. Memaraf  Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran .
c. Meneliti hasil Penerbitan Akta dan Kutipan  Akta sesuai dengan
berkas yang terlampir.
d. Menyerahkan berkas serta kelengkapan pengurusan Akta dan
Kutipan Akta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil untuk di Tanda Tangani.
6. Sekretaris Dinas
a. Menerbitkan dan menanda tangani Surat Keterangan Kelahiran
Terlambat.
b. Meneliti Surat Keterangan Kelahiran Terlambat yang di keluarkan
oleh Pengadilan Negeri terhadap kelahiran yang terlambat
pelaporanya melebihi 1 ( Satu ) tahun.
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c. Memaraf Akta dan Kutipan Akta Kelahiran yang terlambat
pelaporanya di atas 1 ( Satu ) tahun.
d. Menyerahkan Akta dan Kutipan Akta kepada Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk di Tanda tangani.
7. Bendahara Penerima :
a. Menerima Retribusi Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan
Sipil sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Wajo
b. Mencatat seluruh penerima Dokumen Kependudukan dan Akta
Pencatatan Sipil ke dalam Buku Kas dan Buku Pembantu lainnya
yang telah di tentukan.
c. Membubuhi tanda lunas pada setiap Permohonan Akta Pencatatan
Sipil.
d. Membuat laporan terhadap seluruh jenis penerimaan Dokumen
Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil setiap bulannya sesuai
sesuai peraturan yang berlaku.
e. Menyetor seluruh penerimaan Retribusi Biaya Cetak Dokumen
Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil ke Kas Daerah setiap hari
kerja.
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil :
a. Menerima hasil Penerbitan Out Put Akta Kelahiran dan Kutipan Akta
Kelahiran yang telah di Paraf.
b. Menanda tangani Akta dan Kutipan Akta Kelahiran.
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IV.3.3. Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Dalam Peraturan Presiden RI No 25 Tahun 2008 Pasal 59 ayat (1)
mengatakan bahwa Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia di catatkan pada Instansi yang berwenang di
Negara setempat. Peristiwa Kelahiran kemudian di laporkan kepada Perwakilan
Republik Indonesia dengan memenuhi syarat :
a. Bukti Pencatatan Kelahiran dari Negara setempat;
b. Foto Copy Paspor Republik Indonesia Orang Tua; dan
c. Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah atau bukti tertulis Perkawinan
Orang Tua.
Pelaporan kelahiran menurut pasal 59 ayat (3), dilakukan dengan
prosedur sebagai berikut;
a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran dengan
menyerahkan dan/atau menunjukan persyaratan kepada Pejabat
Konsuler.
b. Pejabat Konsuler  mencatat laporan kelahiran Warga Negara Indonesia
dalam daftar  kelahiran Warga Negara Indonesia dan memberikan Surat
Bukti Pencatatan Kelahiran dari Negara setempat.
Dalam peraturan Presiden No 25 tahun 2008 Pasal 60 ayat (1) Dalam hal
Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang
Asing, Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia di lakukan pada
Perwakilan Republik Indonesia di Negara setelah memenuhi syarat berupa;
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a. Surat Keterangan Kelahiran dari penolong kelahiran;
b. Foto Copy Paspor Republik Indonesia Orang Tua; atau
c. Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah atau Bukti tertulis perkawinan
Orang Tua.
IV.3.4 Pencatatan Kelahiran atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang
Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 Pasal
63 ayat (1) bahwa kelahiran anak WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang di
dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan surat
Keterangan Kelahiran oleh Nahkoda Kapal Laut atau Kapten Pesawat Terbang.
Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana yang
dimaksud diatas, yang terjadi di dalam wilayah Indonesia berlaku ketentuan
mengenai pencatatan kelahiran di luar tempat domisili yaitu:
a. Penduduk warga Negara Indonesia mengisi formulir Surat keterangan
Kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong
kelahiran dan menunjukkan KTP ibu atau bapaknya kepada Instansi
Pelaksana.
b. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat dalam register
Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
IV.3.5 Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu
Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang persyaratan dan
tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil No.25 Tahun 2008 Pasal
64 bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60
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(enam puluh) hari sampai dengan 1 tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan
sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran setelah
mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana, yaitu:
a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
b. Nama dan identitas saksi kelahiran;
c. KK orang tua;
d. KTP orang tua; dan
e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.
IV.3.6. Pencatatan Lahir Mati
1. Pencatatan pelaporan lahir mati di lakukan setelah memenuhi persayaratan
sebagai berikut :
a. Surat Pengantar RT dan RW.
b. Keterangan lahir mati dari Dokter / Bidan / Penolong Kelahiran.
2. Lurah menerbitkan dan menanda tangani Surat Keterangan Lahir Mati atas
nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada petugas
perekam data kependudukan di Kecamatan.
4. Pencatatan pelaporan lahir mati Warga Negara Asing di lakukan oleh Dinas





Merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
membina, mengarahkan,  mengevaluasi serta melaporkan  hasil pelaksanaan
tugas Dinas Kependudukan dan Catatan sipil.
2. Fungsi
a. Perumusan  kebijakan Dinas
b. Penyusunan  rencana stratejik dinas
IV.4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo
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c. Penyelenggaraan pelayanan  umum di bidang Kependudukan dan
Catatan Sipil
d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan,
program dan kegiatan dinas
e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Dinas
b. Sekretariat
1. Tugas Pokok
Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk,
mengatur,mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan
2. Fungsi
a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian,
administrasi keuangan perencanaan pelaporan dan urusan rumah
tangga.
b. Penyelenggaraan Kebijakan administrasi umum
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan
program dan  kegiatan Sub bagian
d. Penyelenggaraan  evaluasi  program dan kegiatan sub bagian
c. Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
1. Tugas Pokok
Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi
petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi
Umum dan kepegawaian
2. Fungsi
a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian
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b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian
c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan
program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub
bagian
d. Pelaksanaan evaluasi  program dan kegiatan  pejabat non
stuktural dalam lingkup sub bagian.
d. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
1. Tugas Pokok
Merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi
petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas dibidang
perencanaan dan Pelaporan.
2. Fungsi
a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian
b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian
c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program
dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup sub bagian
d. Pelaksanaan evaluasi  program dan kegiatan  pejabat non stuktural
dalam lingkup sub bagian.
e. Kepala Subbagian Keuangan
1. Tugas Pokok
Merencanakan operasionalisasi, memberi petunjuk, memberi
tugas, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan,
kegiatan kebendaharawanan dalam  rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
2. Fungsi
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a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian
b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian
c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program
dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup sub bagian
d. Pelaksanaan evaluasi  program dan kegiatan  pejabat non struktural
dalam lingkup sub bagian.
f. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
1. Tugas Pokok
Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk,
mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaran tugas bidang
Pendaftaran Penduduk.
2. Fungsi
a. Penyusunan kebijakan teknis bidang
b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang
c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program
dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup
bidang
d. Penyelenggaraan evaluasi  program dan kegiatan kepala seksi dan
pejabat non stuktural dalam lingkup bidang
g. Kepala Seksi Identitas Penduduk
1. Tugas Pokok
Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas,
membimbing, memeriksa/ mengecek dan membuat Laporan tugas seksi
Data, Registrasi dan Penerbitan Akta Catatan Sipil.
2. Fungsi
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a. Penyusunanan program dan kegiatan seksi
b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program
dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi
d. Pelaksanaan evaluasi  program dan kegiatan pejabat non struktural
dalam lingkup seksi
h. Kepala Seksi Perpindahan Penduduk
1. Tugas Pokok
Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing,
memeriksa/ mengecek dan membuat Laporan tugas seksi
2. Fungsi
a. Penyusunanan program dan kegiatan seksi
b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan
program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi
d. Pelaksanaan evaluasi  program dan kegiatan pejabat non
stuktural
i. Kepala Bidang Catatan Sipil
1. Tugas Pokok
Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk,
mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaran tugas bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Fungsi
a. Penyusunan kebijakan teknis bidang
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b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang
c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program
dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup
bidang
d. Penyelenggaraan evaluasi  program dan kegiatan kepala seksi dan
pejabat non struktural dalam lingkup bidang
j. Kepala Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian
1. Tugas Pokok
Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas,
membimbing, memeriksa/ mengecek dan membuat Laporan tugas seksi
2. Fungsi
a. Penyusunanan program dan kegiatan seksi
b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan
program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi
d. Pelaksanaan evaluasi  program dan kegiatan pejabat non
struktural
k. Kepala Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
1. Tugas Pokok
Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas,
membimbing, memeriksa/ mengecek dan membuat Laporan tugas seksi.
2. Fungsi
a. Penyusunanan program dan kegiatan seksi
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b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
c. Pembinaan,pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program
dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi
d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non
struktural
l. Kepala Seksi Pencatatan Perubahan dan Mutasi Data Akta Catatan
Sipil
1. Tugas Pokok
Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas,
membimbing, memeriksa/ mengecek dan membuat Laporan tugas seksi
2. Fungsi
a. Penyusunanan program dan kegiatan seksi
b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program
dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi
d. Pelaksanaan evaluasi  program dan kegiatan pejabat non stuktural
m. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kependudukan
1. Tugas Pokok
Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi
petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaran
tugas bidang Pendataan, pengolahan data administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil.
2. Fungsi
a. Penyusunan kebijakan teknis bidang
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b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang
c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan
program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural
dalam lingkup bidang
d. Penyelenggaraan evaluasi  program dan kegiatan kepala seksi
dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang
n. Kepala Seksi Sistem Teknologi Informasi
1. Tugas Pokok
Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas,
membimbing, memeriksa/ mengecek dan membuat Laporan tugas seksi
2. Fungsi
a. Penyusunanan program dan kegiatan seksi
b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan
program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi
d. Pelaksanaan evaluasi  program dan kegiatan pejabat non
stuktural dalam lingkup seksi
o. Kepala Seksi Analisis Data dan Pelayanan Informasi
1. Tugas Pokok
Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas,
membimbing, memeriksa/ mengecek dan membuat Laporan tugas seksi
2. Fungsi
a. Penyusunanan program dan kegiatan seksi
b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
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c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program
dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi
d. Pelaksanaan evaluasi  program dan kegiatan pejabat non stuktural
dalam lingkup seksi.
p. Kepala Seksi Pengelolaan Dokumen Kependudukan
1. Tugas Pokok
Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas,
membimbing, memeriksa/ mengecek dan membuat Laporan tugas seksi
2. Fungsi
a. Penyusunanan program dan kegiatan seksi
b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program
dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi
d. Pelaksanaan evaluasi  program dan kegiatan pejabat non stuktural
dalam lingkup seksi
IV.5. Fasilitas, Sarana dan Pasarana
Fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil kabupaten Wajo meliputi :





No Ruang Nama Ruangan
1 Ruang 1 Ruang Kepala Dinas
2 Ruang 2
Ruangan Sub bagian Umum dan kepegawaian, Sub bagian
Perencanaan
3 Ruang 3 Ruangan Sekretaris
4 Ruang 4 Ruangan Kepala Bidang Pencatatan Sipil
5 Ruang 5 Ruangan Pelayanan Pencatatan Sipil
6 Ruang 6 Ruangan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
7 Ruang 7 Ruangan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
8 Ruang 8 Gudang
9 Ruang 9 Ruang Rapat
10 Ruang 10 Pantry/ Dapur
11 Ruang 11 Ruang laboratorium SIAK ( Ruangan operator SIAK)
12 Ruang 12 Ruangan Kabid. Informasi dan Data Kependudukan
13 Ruang 13 Ruangan Sub bagian Keuangan
14 Ruang 14 Ruang Server SIAK
15 Ruang 15 Ruangan Pengelola Barang
16 Ruang 16 WC
17 Ruang 17 WC
18 Ruang 18 Ruang Tunggu
19 Ruang 19 Tempat Parkir
Sumber: Bagian Tata Ruang dan Organisasi,2012
IV.5.2 Keadaan barang inventaris yang ada di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo
Adapun Barang- barang inventaris dan Perlengkapan yang ada di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo menurut data Rekapitulasi




No Nama Barang Jumlah
1 Server 1 unit
2 Kipas Angin Gantung 4 Unit
3 AC Unit 5 Unit
4 PC Unit 5 Unit
5 Printer 10 Unit
6 Dispenser 4 Unit
7 Lemari Rak Besi 4 Buah
8 Lemari Arsip 2 Unit
9 Meja Kerja 21 Buah
10 Meja dan Kursi Tamu 1 Set
11 Meja Komputer 9 Unit
12 White Board 1 Unit
13 Kursi Tunggu 4 Buah
14 Kursi Kerja 10 Buah
15 Kursi Lipat 8 Unit
16 Kursi Putar 10 Unit
17 Kursi Rapat 20 Unit
18 Meja Rapat 1 Unit
19 Mesin Laminating 1 Unit
20 Mesin Potong KTP 1 Unit
21 Papan Visual Elektronik 1 Unit
22 Mesin Fortable 18 Inc 1 Unit
23 Genset 1 Unit
24 DVD Player 1 Unit
25 Dinamo air 1 Unit
26 Laptop 1 Unit
27 TV 21 1 Unit
Sumber : Bagian Perlengkapan,2012
IV.6. Tingkat Pendidikan Pegawai
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo memiliki
pegawai sebanyak 54 orang dengan rincian sebagai berikut :
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Tabel 5





1 S2 2 - 2
2 S1 28 3 31
3 Diploma 7 1 8
4 SMA - 13 13
5 SMP - -
Jumlah 37 17 54
Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian,2012
Dari tabel di atas kita dapat mengetahui bahwa keadaan pegawai pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo berdasarkan
pendidikan, bisa dikatakan sudah baik dan berpendidikan tinggi terbukti dari 54
pegawai hanya ada 13 orang pegawai yang berpendidikan SMA dan masih
menjabat sebagai pegawai yang masih kontrak dan ada sebanyak 33 orang yang
sudah mencapai gelar sarjana yang terdiri dari S2 sebanyak 2 orang pegawai
dan S1 sebanyak 31 orang pegawai. Seperti kita ketahui bahwa pendidikan itu
penting dalam mengembang suatu pekerjaan, semakin tinggi pendidikan
seseorang maka kualitas pekerjaan yang diberikan akan lebih baik pula. Pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dalam hal




Pengumpulan data yang dimulai dari tanggal 1 Maret sampai dengan 30
Maret dengan menyebar kuesioner. Sebelum pengumpulan data dilakukan,
terlebih dahulu peneliti mengadakan penjajakan data dengan mengambil data
sekunder seperti struktur organisasi, jumlah pegawai, tugas pokok dan fungsi
dan lain- lain. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah
pegawai yang bekerja di dinas Kependudukan Kabupaten Wajo dan Masyarakat
yang memanfaatkan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wajo.
Proses pengambilan data, banyak hambatan- hambatan yang dialami
oleh peneliti. Hambatan itu antara lain waktu penelitian bertepatan dengan
pegawai yang sibuk dengan kegiatan penyambutan HUT Kabupaten Wajo,
sehingga sedikit menyulitkan peneliti untuk memperoleh data- data. Selain itu
hambatan lain yang ada adalah pegawai sulit ditemui, masyarakat juga ada
yang merasa malas dalam pengisian kuesioner dan beralasan sibuk, tidak ada
waktu dan berbagai alasan lainnya.
V.1 Karakteristik Responden
Kuesioner yang disebarkan dalam penelitian ini berjumlah 75 kuesioner
dengan subjek penelitian adalah Masyarakat yang memanfaatkan pelayanan di
Dispenduk Capil Kabupaten Wajo. Kuesioner yang kembali juga berjumlah 75
kuesioner. Jadi response rate pada penelitian ini adalah 100 %, semua jawaban
lengkap dan layak untuk dianalisa.
75
Berikut ini akan dipaparkan karakteristik responden secara umum
menurut jenis kelamin, umur dan pendidikan terakhir.
V.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Karakteristik responden yang menjadi subjek penelitian ini menurut jenis
kelamin ditunjukkan dalam tabel 6 dibawah ini :
Tabel 6
Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%)
1 Laki- laki 26 34.67
2 Perempuan 49 65.33
Jumlah 75 100
Sumber : Diolah dari data primer, Maret 2012
Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 75 orang yang
merupakan responden terbanyak adalah berjenis kelamin perempuan sebesar 49
orang sedangkan laki- laki sebanyak 26 orang. Dari tabel tersebut di atas
nampak bahwa masyarakat yang sering melakukan pengurusan akta kelahiran
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo didominasi
oleh kelompok perempuan. Hal ini disebabkan tingkat kesadaran perempuan
masyarakat Kab.Wajo lebih tinggi akan pentingnya pembuatan akta kelahiran,
selain itu perempuan juga lebih mengerti tentang kepengurusan surat- surat
kependudukan dibandingkan kaum laki- laki.
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V.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur
Karakteristik responden yang menjadi subjek penelitian ini menurut umur
ditunjukkan dalam tabel 7 di bawah ini :
Tabel 7
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur
No Klasifikasi Umur Jumlah Persentase ( %)
1 21 s/d 30 Tahun 21 28
2 31 s/d 40 Tahun 19 25.33
3 41 s/d 50 Tahun 27 36
4 51 Tahun keatas 8 10.67
Jumlah 75 100
Sumber : Diolah dari data primer, Maret 2012
Tabel 6 menunjukkan kebanyakan umur responden berada pada kisaran
umur 41 s/d 50 tahun sebesar 36 % sedangkan yang terkecil berada pada umur
51 tahun keatas yaitu sebesar 10.67%. Tingkat usia tersebut menunjukkan
bahwa sebagaian besar responden adalah usia dewasa dan produktif yaitu
sebanyak 67 responden dan hanya sebanyak 8 responden berada pada usia non
produktif. Hal ini disebabkan karena dalam kepengurusan akta kelahiran yang
paling dominan dilakukan oleh masyarakat yang masih muda alias pada usia
produktif karena masih bisa melahirkan, namun masih ada sebagian masyarakat
yang baru mengurus akta kelahiran yang sudah melampaui batas seharusnya
hal ini biasanya dikarenakan karena mereka ingin mengurus surat penting yang
mengharuskan membawah surat akta kelahiran.
77
V.1.3 Karakteristik Responden  Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Karakteristik responden yang menjadi subjek penelitian ini menurut
pendidikan terakhir ditunjukkan dalam tabel 8 dibawah ini :
Tabel 8
Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir
No Pendidikan Jumlah Persentase (%)
1 SD 1 1.33
2 SMP/ Sederajat 17 22.67
3 SMU/ Sederajat 27 36
4 D1/D2/D3 7 9.33
5 S1 20 26.67
6 S2 3 4
Jumlah 75 100
Sumber : Diolah dari data primer, Maret 2012
Tingkat pendidikan responden didapatkan bahwa secara dominan
responden memiliki latar belakang pendidikan terakhir SD sebanyak 1 (1.33%)
orang, SMP/sederajat sebanyak 17 (22.66%) orang, SMU/sederajat sebanyak 27
(36%) orang, D1/D2/D3 sebanyak 7 (9.33%) orang, S1 sebanyak 20 (26.66%)
orang, dan sisanya sebesar 3 (4%) berpendidikan S2. Jika dilihat dari tabel di
atas sebagian besar responden memiliki latarbelakang pendidikan yang cukup
terpelajar dan nampak bahwa responden didominasi oleh lulusan
SMU/Sederajat. Namun masih ada sebagian masyarakat yang hanya
berpendidikan setingkat SD sampai SMP hal ini disebabkan karena
ketidakmampuan mereka untuk melanjutkan pendidikan ketingkat yang lebih
tinggi dan kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan sehingga
biasanya di Kabupaten Wajo, anak- anak yang sudah tamat SMP sudah
menikah.
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V.2 Kualitas Pelayanan Publik
Untuk mengetahui kualitas layanan publik pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo saat ini, penulis memilih 5 dimensi pelayanan
publik yang dikemukakan oleh oleh Kotler (1994:561), yaitu Keandalan
(Reliability), Daya Tanggap (Responsiveness), Keyakinan (Assurance), Perhatian
(Emphaty), dan Berwujud (Tangibles), selain itu untuk mengetahui kualitas
pelayanan publik juga menjadi hal yang penting. Besarnya kualitas pelayanan
publik terhadap masing- masing indikator ditetapkan dalam bentuk persentase
dari jawaban yang diberikan dari tiap- tiap indikator berikut ini:
V.2.1 Dimensi Keandalan (Reliability)
Keandalan (reliability) adalah kemampuan untuk melaksanakan jasa yang
dijanjikan dengan tepat, akurat, terpercaya, konsisten dan kesesuaian
pelayanan. Hal ini penting mengingat masyarakat membuktikan pembuktian dari
janji- janji pelayanan.
Untuk mengukur dimensi keandalan (reliability), dalam upaya mengetahui
kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
Kabupaten Wajo dapat diukur melalui indikator sebagai berikut :
a. Kemampuan memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan
b. Kesederhanaan prosedur pelayanan
c. Kemudahan persyaratan
d. Kewajaran dan kejelasan biaya
e. Kejelasan tanggung jawab petugas




Tanggapan responden mengenai kemampuan memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan
No Tanggapan Responden Skor (x) F F.X Persentase
1 Sangat Sesuai 4 12 48 16.00
2 Sesuai 3 30 90 40.00
3 Kurang Sesuai 2 15 30 20.00
4 Tidak Sesuai 1 18 18 24.00
Total 75 186 100
Rata- rata skor
Sumber : Diolah dari data primer, Maret 2012
Dari data di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai
kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan bisa
dikatakan masih kurang, dimana masih ada 15 orang responden atau 20%
mengatakan kurang sesuai dan 18 orang atau 24% mengatakan tidak sesuai.
Hal ini menurut penulis disebabkan karena ketidaktelitian pegawai dan kurang
disiplin sehingga pelayanan yang diinginkan masyarakat kurang tercapai selain
itu pegawai sangat sering mengulur- ulur waktu dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Munurut pengamatan penulis di lapangan bahwa pegawai
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dalam
memberikan pelayanan sudah berusaha untuk menyelesaikannya sesuai apa
yang dijanjikan yaitu 5 hari kerja, namun biasa dalam pembuatan akta kelahiran
terjadi kesalahan- kesalahan yang tidak terduga sehingga pelayanan yang
dijanjikan ke masyarakat tidak sesuai, misalnya dalam kesalahan penulisan
nama, kerusakan komputer, dan tidak adanya pegawai yang berwenang di




Tanggapan responden mengenai kesederhanaan prosedur pelayanan
No Tanggapan Responden Skor (x) F F.X Persentase
1 Sangat Sederhana 4 9 36 12.00
2 Sederhana 3 30 90 40.00
3 Kurang Sederhana 2 20 40 26.67
4 Tidak Sederhana 1 16 16 21.33
Total 75 182 100
Rata- rata skor
Sumber : Diolah dari data primer, Maret 2012
Dari data di atas menunjukkan bahwa kesederhanaan prosedur
pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo masih
dinilai kurang sederhana, dimana 20 orang responden atau 26.67% mengatakan
kurang sederhana dan 21.33% yang mengatakan tidak sederhana. Seperti yang
kita ketahui bahwa kesederhanaan prosedur pelayanan merupakan salah satu
prinsip dari pelayanan publik. Prosedur pelayanan hendaknya mudah dan tidak
berbelit-belit. Prinsip yang mengatakan bahwa “apabila dapat dipersulit mengapa
dipermudah” harus ditinggalkan dan diganti dengan “hendaknya dipermudah
jangan dipersulit. Menurut pengamatan di lapangan prosedur pelayanan akta
kelahiran pada Dispenduk Capil Kab.Wajo masih kurang sederhana, karena
dalam pengurusan akta kelahiran pemohon diharuskan mengisi formulir
permohonan pembuatan akta dan melengkapi berkas persyaratan kemudian
menyerahkannya ke loket. Selain itu formulir permohonan pembuatan akta
kelahiran terdapat beberapa data yang harus ditulis berulang kali. Terlebih
ukuran huruf dalam formulir tebilang kecil dan beberapa data  harus di konversi
kedalam kode, hal ini tentu saja menyulitkan bagi pemohon yang berusia lanjut.
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Tabel 11
Tanggapan responden mengenai kemudahan persyaratan
No
Tanggapan
Responden Skor (x) F F.X Persentase
1 Sangat Mudah 4 14 56 18.67
2 Mudah 3 33 99 44.00
3 Kurang Mudah 2 17 34 22.67
4 Tidak Mudah 1 11 11 14.67
Total 75 200 100
Rata- rata skor
Sumber : Diolah dari data primer, Maret 2012
Dari data diatas menunjukkan bagaimana tanggapan responden
mengenai kemudahan persyaratan dalam membuat akta kelahiran di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dimana sebanyak 47
orang memberikan respon sangat mudah dan mudah dan sebanyak 28 orang
mengatakan kurang mudah dan tidak mudah. Menurut penulis sendiri
persyaratan dalam pembuatan akta kelahiran sendiri lumayan mudah kecuali
bagi masyarakat yang bermasalah terhadap pembuatan akta kelahiran anaknya
misalnya akta nikahnya tidak ada hal ini disebabkan masih banyaknya
masyarakat yang melakukan nikah siri, baik karena alasan ekonomi maupun
karena ketidaktahuan, keterbatasan akses terutama di daerah-daerah pelosok
ataupun pernikahan-pernikahan zaman dulu yang belum mengenal akta nikah.
Hal inilahlah yang biasanya menjadi penghambat dalam pembuatan akta
kelahiran. Karena kita ketahui bahwa akta nikah/ buku nikah merupakan syarat
untuk pembuatan akta kelahiran.
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Tabel 12
Tanggapan responden mengenai kewajaran dan kejelasan biaya
No Tanggapan Responden Skor (x) F F.X Persentase
1 Sangat Wajar & sangat Jelas 4 23 92 30.67
2 Wajar & Jelas 3 45 135 60.00
3 Kurang Wajar & Kurang Jelas 2 7 14 9.33
4 Tidak Wajar & Tidak Jelas 1 0 0.00
Total 75 241 100
Rata- rata skor
Sumber : Diolah dari data primer, Maret 2012
Dari data menunjukkan bahwa kewajaran dan kejelasan biaya yang ada
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo khususnya dalam
hal pengurusan akta kelahiran sudah wajar dan jelas bagi sebagian besar
responden terbukti dari 75 responden terdapat 68 orang yang menjawab sangat
wajar dan sangat jelas dan hanya 7 orang responden yang menjawab kurang
wajar dan kurang jelas. Hal ini menurut salah satu pegawai Di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo bahwa dalam
kepengurusan Akta Kelahiran tidak dikenakan biaya (gratis), walaupun ada itu
tergantung dari keikhlasan masyarakat yang memberikan, tidak ada batasan
harga yang ditetapkan. Dalam pengamatan penulis di lapangan tentang
pengratisan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil masih kurang jelas,
dimana tidak ada terpampan dengan jelas pada di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, sehingga masih banyak masyarakat tidak tahu
kalau pembuatan akta kelahiran itu tidak dipungut biaya (gratis).
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Tabel 13
Tanggapan responden mengenai kejelasan tanggung jawab
No Tanggapan Responden Skor (x) F F.X Persentase
1 Sangat  Jelas 4 16 64 21.33
2 Jelas 3 32 96 42.67
3 Kurang Jelas 2 24 48 32.00
4 Tidak Jelas 1 3 3 4.00
Total 75 211 100
Rata- rata skor
Sumber : Diolah dari data primer, Maret 2012
Dari data diatas menunjukkan bahwa kejelasan tanggung jawab
pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Wajo
sudah jelas terbukti 48 orang responden menjawab sangat jelas dan jelas
dan 27 orang responden menjawab kurang jelas dan tidak jelas.
Kejelasan tanggung jawab sangat penting demi terciptanya suatu kualitas
pelayanan itu sendiri, karena menyangkut kinerja pegawai yang mana
mampu melayani masyarakat sesuai tanggung jawabnya. Berdasarkan
pengamatan di lapangan terlihat setiap pegawai memiliki tugas pokok dan
fungsinya masing- masing, sehingga tidak ada saling melemparkan
tanggung jawab antar sesama pegawai. Namun masyarakat masih kurang
mengerti tentang tugas dan fungsi pegawai itu sendiri, hal ini dikarenakan
dari hasil pengamatan penulis, di ruang pelayanan tidak terdapat loket
yang jelas dimana kita harus mengurus akta kelahiran, akta kematian, akta




Tanggapan responden mengenai pelayanan selesai tepat waktu
No Tanggapan Responden Skor (x) F F.X Persentase
1 Sangat  Tepat Waktu 4 7 28 9.33
2 Tepat Waktu 3 18 54 24.00
3 Kurang Tepat Waktu 2 23 46 30.67
4 Tidak Tepat Waktu 1 27 27 36.00
Total 75 155 100
Rata- rata skor
Sumber : Diolah dari data primer, Maret 2012
Dari data diatas menunjukkan bagaimana ketepatan waktu pegawai
dalam memberikan pelayanan khususnya dalam hal kepengurusan akta
kelahiran yang masih direspon oleh masyarakat tidak tepat waktu, dimana 25
orang menjawab tepat waktu dan sangat tepat waktu dan sebanyak 50 orang
responden mengatakan kurang tepat waktu dan tidak tepat waktu. Dalam
aturan, waktu maksimal untuk menyelesaikan akta kelahiran adalah 5 hari kerja,
tapi seringkali terjadi akta kelahiran terlambat diselesaikan. Padahal pegawai
telah menjanjikan pemohon untuk datang mengambil akte kelahirannya pada hari
tertentu tapi seringkali tidak dapat menepati atau menyelesaikannya tepat waktu.
Akibatnya masyarakat menjadi kecewa dan rugi dalam hal biaya, tenaga, dan
waktu karena harus kembali lagi di hari lain.
Hal ini menurut pengamatan bisa disebabkan adanya suatu hal misalnya
keterlambatan petugas, kesalahan pemasukan data dan lain sebagainya
sehingga waktu yang dibutuhkan melebihi jangka waktu. Selain itu
ketidaktepatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga disebabkan
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kurang disiplinnya pegawai terhadap tugas yang dibebankan, seringnya
mengulur- ulur waktu dan lain sebagainya.
Tabel 15
Tanggapan responden mengenai kedisiplinan petugas
No Tanggapan Responden Skor (x) F F.X Persentase
1 Sangat  Disiplin 4 17 68 22.67
2 Disiplin 3 36 108 48.00
3 Kurang Disiplin 2 14 28 18.67
4 Tidak  Disiplin 1 8 8 10.67
Total 75 212 100
Rata- rata skor
Sumber : Diolah dari data primer, Maret 2012
Dari data di atas menunjukkan bahwa kedisiplinan petugas pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo sudah dinilai baik oleh
masyarakat terbukti dari 75 responden 53 orang mengatakan sangat disiplin dan
disiplin dan hanya 22 orang yang mengatakan kurang disiplin dan tidak disiplin.
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa masih ada
sebagaian kecil aparat yang memiliki kedisiplinan rendah terlihat dari masih
adanya pegawai yang telat datang kekantor dan pulang sebelum waktunya.
Padahal kedisiplinan aparat merupakan salah satu kunci kesuksesan pelayanan
publik, karena tanpa kedisiplinan, maka aparat cenderung untuk mangkir dari
pekerjaan, sehingga masyarakat penerima layanan akan merasa terganggu dan
dirugikan. Disiplin kerja dalam proses pelayanan, terutama kepatuhan terhadap
peraturan yang berlaku, tanggungjawab terhadap pekerjaan, tepat waktu, dan
patuh terhadap perintah/instruksi pimpinan, maka akan berpengaruh terhadap
kualitas pelayanan itu sendiri, yaitu capaian kerja sesuai dengan rencana,
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kepuasan masyarakat meningkat, kesesuaian antara peranan dengan status
aparat, dan kesesuaian perilaku pelayanan dengan aspirasi masyarakat.
Tabel 16
Rekapitulasi tanggapan responden mengenai keandalan (reliability)
No Tanggapan Responden Rata- rataskor
Rata- rata persentase
(%)
1 Kemampuan memberikan pelayanansesuai yang dijanjikan 2.48 62
2 Kesederhanaan prosedur 2.43 60.75
3 Kemudahan persyaratan 2.67 66.75
4 Kewajaran dan kejelasan biaya 3.21 80.25
5 Kejelasan tanggung jawab 2.81 70.25
6 Pelayanan selesai tepat waktu 2.07 51.75
7 Kedisiplinan pegawai 2.83 70.75
Rata- rata skor dan rata- rata
persentase 2.64 66.07
Sumber : Diolah dari data primer, Maret 2012
Dari data diatas yang merupakan rekapitulasi dari ketujuh indikator yang
telah dipaparkan dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan publik jika dilihat dari
dimensi keandalan (reliability) maka dapat dikatakan baik (berkualitas). Hal ini
dapat dilihat dari rata- rata persentase rekapitulasi sebesar 66.07%. Kewajaran
dan kejelasan biaya dalam proses pelayanan mendapat nilai yang paling baik
yaitu 3.21 hal ini dikarenakan dalam pembautan akta kelahiran sudah tidak
dipungut biaya (gratis) dan soal pelayanan selesai tepat waktu masih
memberikan nilai yang rendah yaitu sebanyak 2.07.
V.2.2 Dimensi Daya Tanggap (Responsiveness)
Daya Tanggap (Responsiveness) merupakan kemampuan untuk
membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat atau ketanggapan
serta mendengar dan mengatasi keluhan yang diajukan konsumen.
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Untuk mengukur dimensi daya tanggap (responsiveness), dalam upaya
mengetahui kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wajo khususnya dalam hal pelayanan akta kelahiran dapat diukur
melalui indikator sebagai berikut :
a. Pelayanan yang cepat dan tepat
b. Sikap pegawai yang tanggap terhadap keluhan pelanggan
c. Kejelasan prosedur pelayanan
Tabel 17
Tanggapan responden mengenai pelayanan yang cepat dan tepat
No Tanggapan Responden Skor (x) F F.X Persentase
1 Sangat Cepat & Tepat 4 3 12 4.00
2 Cepat & Tepat 3 18 54 24.00
3 Kurang Cepat & kurang Tepat 2 31 62 41.33
4 Tidak  Cepat & tidak Tepat 1 23 23 30.67
Total 75 151 100
Rata- rata skor
Sumber : Diolah dari data primer, Maret 2012
Data di atas menunjukkan bahwa pelayanan yang ada di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo khususnya dalam hal
kepengurusan Akta Kelahiran masih kurang mampu memberikan pelayanan
yang cepat dan tepat, ini terlihat dari 31 orang responden memberikan jawaban
kurang cepat dan kurang tepat dan 23 responden mengatakan tidak cepat dan
tidak tepat. Meskipun demikian ada sebanyak 21 responden memberikan
jawaban cepat dan tepat dan sangat cepat dan tepat. Hal ini menurut
pengamatan penulis disebabkan masih kurangnya fasilitas seperti komputer
dikantor tersebut, adanya kerusakan terhadap printer sehingga harus menunggu
menunggu printer selesai diperbaiki, banyaknya masyarakat yang ingin dilayani
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dan dalam penulisan akta kelahiran masih terjadi kesalahan sehingga pelayanan
yang diberikan kurang cepat dan tepat sehingga tidak sesuai dengan apa yang
diharapkan oleh masyarakat.
Tabel 18
Tanggapan responden mengenai sikap pegawai yang tanggap terhadap keluhan pelanggan
No Tanggapan Responden Skor (x) F F.X Persentase
1 Sangat Tanggap 4 15 60 20.00
2 Tanggap 3 38 114 50.67
3 Kurang Tanggap 2 18 36 24.00
4 Tidak  Tanggap 1 4 4 5.33
Total 75 214 100
Rata- rata skor
Sumber : Diolah dari data primer, Maret 2012
Dari data di atas menunjukkan bahwa daya tanggap pegawai terhadap
keluhan pelanggan bisa dikatakan baik, dimana 15 orang atau 20% mengatakan
sangat tanggap dan 38 orang responden atau sebanyak 50.67% mengatakan
tanggap. Hal ini menurut pengamatan di lapangan sebagian pegawai di
Dispenduk Capil Kab.Wajo sudah tanggap terhadap apa yang diinginkan oleh
masyarakat namun demikian masih ada sebagian kecil pegawai yang masih
acuh tak acuh terhadap keluhan masyarakat. Selain itu untuk menangani
keluhan dari masyarakat sebaiknya Dispenduk Capil Kab.Wajo menyediakan
kotak keluhan / saran agar kualitas pelayanan bisa lebih meningkat khususnya
dimata masyarakat. Selain itu diharapkan para pegawai pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo lebih tahu apa yang
diinginkan oleh masyarakat yakni memperoleh pelayanan yang berkualitas yaitu
sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan.
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Tabel 19
Tanggapan responden mengenai kejelasan prosedur pelayanan
No Tanggapan Responden Skor (x) F F.X Persentase
1 Sangat Jelas 4 18 72 24.00
2 Jelas 3 32 96 42.67
3 Kurang Jelas 2 14 28 18.67
4 Tidak  Jelas 1 11 11 14.67
Total 75 207 100
Rata- rata skor
Sumber : Diolah dari data primer, Maret 2012
Dari data di atas menunjukkan bahwa kejelasan prosedur pelayanan di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo khususnya dalam
hal pelayanan akta kelahiran sudah jelas, dimana secara dominan responden
memberikan jawaban sangat jelas sebanyak 18 orang atau 24% dan jelas
dengan jumlah responden sebanyak 32 atau 42.67%. Kejelasan prosedur
pelayanan akta kelahiran di Dispenduk Capil Kab.Wajo sudah jelas karena
masyarakat yang ingin mengurus surat Akta Kelahiran hanya meminta surat
pengantar ke kelurahan setempat dengan melengkapi persyaratan yang ada dan
selanjutnya dibawah kekantor Dispenduk Capil untuk dibuatkan sesuai dengan
permintaan masyarakat. Selain itu pegawai Dispenduk Capil harus memiliki sikap
terbuka dalam memberikan informasi mengenai persyaratan, jenis dan biaya
pelayanan, lama pelayanan, begitu pula dengan prosedur pelayanan. Karena
dalam pengamatan penulis di lapangan belum terdapat Informasi berupa papan
info yang dipasang di dinding dalam ruang pelayanan mengenai
persyaratan,lama dan prosedur pelayanan. Hal ini membuat masyarakat kurang
mengerti dan kurang memahami prosedur yang harus ditempuh dalam
pembuatan akta kelahiran. Selain itu sebaiknya pemerintah Kabupaten Wajo
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melibatkan masyarakat dalam menentukan prosedur pelayanan sehingga
masyarakat merasa ikut berperan dalam proses pelayanan yang ada.
Tabel 20
Rekapitulasi tanggapan responden mengenai dimensi daya Tanggap (responsivenees)
No Tanggapan Responden Rata- rataskor
Rata- rata persentase
(%)
1 Pelayanan yang cepat dan tepat 2.01 50.25
2 Sikap pegawai yg tanggap terhadapkeluhan pelanggan 2.85 71.25
3 Kejelasan prosedur pelayanan 2.76 69
Rata- rata skor dan rata- rata
persentase 2.54 63.50
Sumber : Diolah dari data primer, Maret 2012
Dari data diatas yang merupakan rekapitulasi dari ketiga indikator yang
telah dipaparkan dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan akta kelahiran jika
dilihat dari dimensi Daya Tanggap (responsiveness) maka dapat dikatakan sudah
baik (berkualitas), hal ini dapat dilihat dari rata- rata persentase rekapitulasi
sebesar 63.50%. Hanya saja dalam hal kecepatan dan ketepatan pelayanan
masih kurang mendapat respon  baik dari masyarakat yaitu 50.25%.
V.2.3 Dimensi Keyakinan (Assurance)
Dimensi keyakinan (assurance) merupakan pengetahuan dan kesopanan
karyawan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan
keyakinan atau assurance.
Untuk mengukur dimensi keyakinan (assurance), dalam upaya
mengetahui kualitas pelayanan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dapat diukur melalui indicator sebagai berikut:
a. Keterampilan dan kemampuan pegawai
b. Kecermatan pegawai
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Tanggapan responden mengenai keterampilan dan kemampuan pegawai
No Tanggapan Responden Skor (x) F F.X Persentase
1 Sangat Baik 4 23 92 30.67
2 Baik 3 40 120 53.33
3 Kurang Baik 2 10 20 13.33
4 Tidak  Baik 1 2 2 2.67
Total 75 234 100
Rata- rata skor
Sumber : Diolah dari data primer, Maret 2012
Data diatas menunjukkan bagaimana keterampilan dan kemampuan
pegawai dalam memberikan pelayanan khususnya pelayanan akta kelahiran.
Keterampilan dan kemampuan pegawai menurut data diatas sudah dapat
dikatakan baik karena sebagian besar responden memberikan jawaban yang
sangat baik sebanyak 23 orang dan 40 orang mengatakan baik. Hanya 12 orang
yang memberikan jawaban kurang baik dan tidak baik. Keterampilan dapat
diartikan sebagai keahlian merujuk kepada kemampuan seseorang untuk
melakukan kegiatan atau tugas- tugas yang berkenaan dengan fisik dan mental
tertentu. Keterampilan merupakan salah satu tolak ukur yang penting karena
dengan keterampilan yang baik maka pegawai dapat menjalankan tugasnya
dengan baik sehingga kualitas pelayanan juga dapat dinilai baik. Menurut
pengamatan penulis di lapangan bahwa pegawai pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo sudah memiliki kemampuan dan keterampilan
yang baik, menurut salah satu pegawai mengatakan bahwa setiap pegawai
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sudah dibekali terlebih dahulu dengan pelatihan- pelatihan teknis, selain itu
secara berkala juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang tujuannya untuk
meningkatkan keterampilan dan kemampuan pegawai dalam melayani
masyarakat.
Tabel 22
Tanggapan responden mengenai kecermatan pegawai
No Tanggapan Responden Skor (x) F F.X Persentase
1 Sangat Cermat 4 17 68 22.67
2 Cermat 3 26 78 34.67
3 Kurang Cermat 2 30 60 40.00
4 Tidak  Cermat 1 2 2 2.67
Total 75 208 100
Rata- rata skor
Sumber : Diolah dari data primer, Maret 2012
Dari data di atas mengenai kecermatan pegawai di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo khususnya dalam hal pelayanan akta
kelahiran  dinilai sudah baik. Terbukti ada sebanyak 43 orang yang menjawab
sangat cermat dan cermat dan 32 orang responden yang memberikan jawaban
kurang cermat dan tidak cermat. Menurut pengamatan penulis salah satu tolak
ukur masyarakat dalam menilai cermat atau tidaknya pegawai dalam
memberikan pelayanan khususnya dalam pelayanan akta kelahiran yaitu dari
tingkat kesalahannya, misalnya kesalahan penulisan nama,tempat tanggal lahir,
dan lain sebagainya. Dalam pengamatan penulis di lapangan hal ini disebabkan
karena seringnya terjadi kesalahan pegawai dalam mengimput data-data
pemohon, sehingga menyebabkan kesalahan pada akta kelahiran, seperti nama,
tanggal lahir, ataupun data lainnya.
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Tabel 23
Tanggapan responden mengenai kemampuan pegawai menumbuhkan kepercayaan &
keyakinan masyarakat
No Tanggapan Responden Skor (x) F F.X Persentase
1 Sangat Mampu 4 19 76 25.33
2 Mampu 3 45 135 60.00
3 Kurang Mampu 2 10 20 13.33
4 Tidak  Mampu 1 1 1 1.33
Total 75 232 100
Rata- rata skor
Sumber : Diolah dari data primer, Maret 2012
Dari data di atas menunjukkan bahwa pegawai mampu menumbuhkan
kepercayaan dan keyakinan masyarakat dimana sebanyak 64 responden
memberikan jawaban mampu dan sangat mampu. Menumbuhkan kepercayaan
dan keyakinan kepala pelanggan bukan merupakan hal yang mudah. Tetapi jika
masyarakat dapat percaya dan yakin kepada petugas/ pegawai, ini merupakan
nilai istimewa. Meskipun demikian masih ada 11 orang responden menjawab
kurang mampu dan tidak mampu, hal ini bisa dikarenakan mereka pernah
merasa kecewa dengan kualitas pelayanan yang mereka terima. Menurut
pengamatan penulis di lapangan melihat bahwa sikap pegawai dalam
menumbuhkankan kepercayaan dan keyakinan masyarakat sudah baik, dimana
pegawai dalam memberikan pelayanan kepada  dan bertanya perihal keperluan
masyarakat sudah bersikap ramah dan sopan, menjelaskan prosedur dan
persyaratan- persyaratan yang harus dilengkapi sehingga masyarakat juga
merasa puas dan yakin akan pelayanan yang diberikan pengawai pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo.
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Tabel 24
Tanggapan responden mengenai pengetahuan pegawai
No Tanggapan Responden Skor (x) F F.X Persentase
1 Sangat Baik 4 26 104 34.67
2 Baik 3 37 111 49.33
3 Kurang Baik 2 12 24 16.00
4 Tidak  Baik 1 0 0.00
Total 75 239 100
Rata- rata skor
Sumber : Diolah dari data primer, Maret 2012
Dari data di atas menunjukkan bahwa pengetahuan pegawai pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo sudah Baik. Hal ini terlihat
dari jawaban responden yang mengatakan baik dan sangat baik sebanyak 63
orang dan hanya 12 orang responden yang menjawab kurang baik. Untuk
meningkatkan pengetahuan pegawai salah satu cara yang ditempuh yaitu
dengan mengadakan pelatihan. Dimana yang kita ketahui bahwa pelatihan
(training) berguna untuk meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan
pekerjaan tertentu maupun pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan umum
dan pemahaman atas keseluruhan lingkungan ( Justine T.Sirait,2006:98).
Semakin bagus pengetahuan pegawai khususnya dalam bekerja dan
memberikan pelayanan bagi masyarakat akan berpengaruh terhadap tingkat
kepuasan masyarakat penerima layanan. Pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo menurut pengamatan penulis bahwa
pengetahuan pegawainya dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari
bagaimana pegawai mampu menjawab pertanyaan dengan baik dari masyarakat
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dalam hal prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, biaya dan waktu yang
dibutuhkan dalam pembuatan akta kelahiran.
Tabel 25
Rekapitulasi tanggapan responden mengenai dimensi Keyakinan (Assurance)
No Tanggapan Responden Rata- rataskor
Rata- rata persentase
(%)
1 Keterampilan dan kemampuanpegawai 3,12 78






4 Pengetahuan pegawai 3,19 79,75
Rata- rata skor dan rata- rata
persentase 3,04 76,06
Sumber : Diolah dari data primer, Maret 2012
Dari data di atas yang merupakan rekapitulasi dari keempat indikator
yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan akta kelahiran
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo jika dilihat dari
dimensi keyakinan (assurance) maka dikatakan sangat berkualitas, hal ini dapat
dilihat dari rata- rata persentase rekapitulasi sebesar 76.06%.
V.2.4 Dimensi Perhatian (Emhaty)
Perhatian (Emphaty) yaitu syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi
bagi pelanggan. Untuk mengukur dimensi ini, dalam upaya mengetahui kualitas
pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo
khususnya dalam pelayanan akta kelahiran dapat diukur melalui indikator
sebagai berikut :
a. Keadilan dalam pelayanan
b. Keramahan dan kesopanan pegawai
c. Kemampuan pegawai dalam memahami keinginan masyarakat
d. Kemampuan pegawai untuk memberikan kesan yang baik
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Tabel 26
Tanggapan responden mengenai keadilan dalam pelayanan
No Tanggapan Responden Skor (x) F F.X Persentase
1 Sangat Adil 4 16 64 21.33
2 Adil 3 39 117 52.00
3 Kurang Adil 2 13 26 17.33
4 Tidak  Adil 1 7 7 9.33
Total 75 214 100
Rata- rata skor
Sumber : Diolah dari data primer, Maret 2012
Data diatas menunjukkan bahwa pegawai dalam pelayanan bersikap adil
dan tidak membeda- bedakan masyarakat, dimana secara dominan responden
memberikan jawaban adil dan sangat adil sebanyak 55 orang responden dan
hanya sebesar 20 responden yang memberikan jawaban kurang adil dan tidak
adil. Dalam pengamatan penulis pelayanan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sudah berusaha menerapkan keadilan yaitu berusaha untuk
melayani semua masyarakat yang ada di Kabupaten Wajo tanpa adanya
deskriminasi pelayanan. Namun pada kenyataannya khususnya dalam
pelayanan publik masih ada sebagian kecil yang dalam memberikan pelayanan
masih melihat dari sudut kedekatan dengan pegawai sehingga dalam proses
pelayanannya lebih cepat dibanding dengan masyarakat biasa, karena dalam
pembuatannya sudah tidak mengikuti prosedur yang ada. Selain itu adapula
masyarakat yang memberikan uang lebih sehingga pelayanannya lebih




Tanggapan responden mengenai keramahan dan kesopanan pegawai
No Tanggapan Responden Skor (x) F F.X Persentase
1 Sangat Ramah & Sopan 4 20 80 26.67
2 Ramah & Sopan 3 46 138 61.33
3 Kurang  Ramah & Kurang Sopan 2 8 16 10.67
4 Tidak  Ramah & tidak Sopan 1 1 1 1.33
Total 75 235 100
Rata- rata skor
Sumber : Diolah dari data primer, Maret 2012
Data di atas menunjukkan secara dominan masyarakat menilai pegawai
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo sudah ramah dan
sopan dalam memberikan pelayanan khususnya dalam pelayanan Akta
Kelahiran yaitu sebanyak 66 responden memberikan jawaban sangat ramah dan
sopan. Keramahan dan kesopanan pegawai memberikan kepuasan tersendiri
bagi masyarakat yang dilayani. Masyarakat akan merasa senang ketika petugas/
pegawai dalam memberikan pelayanan selalu menebarkan senyuman dan
menggunakan tutur kata yang sopan sekalipun masyarakat melakukan
kesalahan. Kesopanan dan keramahan aparatur pelayanan perlu diterapkan
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena aparatur pelayanan
merupakan pelayan dari masyarakat  serta keduanya harus saling menghargai
dan menghormati. Dalam pengamatan penulis di lapangan pegawai di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo sudah dalam hal
keramahan dan kesopanan sudah sangat baik terbukti dalam memberikan
pelayanan dan berbicara kepada masyarakat sudah melihatkan sikap sopan
santun dan ramah, dengan menanyakan apa keperluan dari masyarakat dan
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membantu apa bila terjadi kesulitan dan ketidakjelasan dalam hal kepengurusan
surat.
Tabel 28
Tanggapan responden mengenai kemampuan pegawai dalam memahami keinginan masyarakat
No Tanggapan Responden Skor (x) F F.X Persentase
1 Sangat Baik 4 19 76 25.33
2 Baik 3 40 120 53.33
3 Kurang Baik 2 12 24 16.00
4 Tidak  Baik 1 4 4 5.33
Total 75 224 100
Rata- rata skor
Sumber : Diolah dari data primer, Maret 2012
Dari data diatas mengenai kemampuan pegawai dalam memahami
keinginan masyarakat sudah dapat dikatakan baik, hal ini terbukti dari 75 orang
responden sebanyak 59 orang yang menjawab baik dan sangat baik dan hanya
sebagian kecil yang menjawab kurang baik dan tidak baik yaitu 16 orang
responden. Hal ini menurut pengamatan di lapangan bahwa pegawai pada
Dipspenduk Capil Kab.Wajo sudah memahami keinginan masyarakat yakni ingin
mendapatkan pelayanan yang tepat, cepat dan hasil yang berkualitas namun
dalam kenyataannya masih belum maksimal,adapun salah satu penyebabnya
yaitu kurangnya kesadaran sebagian pegawai akan tupoksinya yaitu sebagai
pelayan masyarakat dan masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada.
Organisasi pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin mengetahui apa
yang menjadi keinginan masyarakatnya. Jika organisasi mampu mengetahui
pendapat masyarakatnya, maka organisasi akan mengetahui apa saja yag
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menjadi keinginan dari masyarakat, dengan demikian selanjutnya tentu akan
mampu memberikan pelayanan yang tepat dan sesuai.
Tabel 29
Tanggapan responden mengenai kemampuan pegawai untuk memberikan kesan yang baik
No Tanggapan Responden Skor (x) F F.X Persentase
1 Sangat Baik 4 21 84 28.00
2 Baik 3 43 129 57.33
3 Kurang Baik 2 10 20 13.33
4 Tidak  Baik 1 1 1 1.33
Total 75 234 100
Rata- rata skor
Sumber : Diolah dari data primer, Maret 2012
Dari data di atas menunjukkan bahwa pegawai di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten khususnya dalam hal pelayanan Akta Kelahiran
mampu memberikan kesan yang baik, dimana hanya 11 responden saja yang
memberikan jawaban kurang baik dan tidak baik dan sebanyak 64 orang
responden memberikan jawaban sangat baik dan baik. Pemberian kesan yang
baik akan berpengaruh terhadap kepuasan pelayanan yang dirasakan oleh
masyarakat. Jika pegawai mampu memberikan kesan yang baik maka
masyarakat akan menilai pegawai dengan baik pula. Kesan baik tercipta dari
sikap pegawai yang ramah dalam memberikan pelayanan kepada pemohon
(masyarakat). Selain itu sikap terbuka memungkinkan adanya komunikasi timbal
balik antara masyarakat dalam hal ini pemohon dengan petugas pemberi
layanan sehingga masyarakat merasa lebih diperhatikan.
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Dari data di atas yang merupakan rekapitulasi dari keempat indikator
yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo khususnya dalam hal
pelayanan Akta Kelahiran jika dilihat dari dimensi perhatian (emphaty) maka
dapat dikatakan sangat berkualitas, hal ini dapat dilihat dari rata- rata
persentase rekapitulasi sebesar 75.56% maka dapat dibulatkan menjadi 76%.
Semua indikator dalam dimensi emphaty mendapat nilai rata- rata dari 3, hal ini
terbukti bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap dimensi perhatian
(emphaty) sudah baik . Hal ini merupakan kemampuan para pegawai
memberikan cerminan positif terhadap kualitas pelayanan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Wajo khususnya dalam hal
pelayanan akta kelahiran.
V.2.5 Dimensi Berwujud (Tangibles)
Dimensi berwujud (Tangibles) merupakan penampilan fasilitas fisik,
peralatan, personal dan media komunikasi dalam pelayanan. Jika dimensi ini
Tabel 30
Rekapitulasi tanggapan responden mengenai dimensi Perhatian (Emphaty)
No Tanggapan Responden Rata- rataskor
Rata- rata
persentase (%)
1 Keadilan dalam pelayanan 2.85 71.25
2 Keramahan dan kesopanan pegawai 3.13 78.25
3 Kemampuan pegawai dalam memahamikeinginan masyarakat 2.99 74.75
4 Kemampuan pegawai untuk memberikankesan yang baik 3.12 78
Rata- rata skor dan rata- rata
persentase 3.02 75.56
Sumber : Diolah dari data primer, Maret 2012
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dirasakan oleh masyarakat sudah baik maka masyarakat akan menilai pelayanan
baik dan merasakan kepuasan.
Untuk mengukur dimensi ini dalam upaya mengetahui kualitas pelayanan
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dapat diukur
melalui indicator sebagai berikut :
a. Kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan
b. Ruang pelayanan yang nyaman dan memadai
Tabel 31
Tanggapan responden mengenai kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan
No Tanggapan Responden Skor (x) F F.X Persentase
1 Sangat Lengkap 4 7 28 9.33
2 Lengkap 3 28 84 37.33
3 Kurang Lengkap 2 26 52 34.67
4 Tidak  Lengkap 1 14 14 18.67
Total 75 178 100
Rata- rata skor
Sumber : Diolah dari data primer, Maret 2012
Dari data di atas menunjukkan bahwa kelengkapan sarana dan prasarana
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo masih kurang
lengkap, terbukti ada sebanyak 40 orang responden menjawab kurang lengkap
dan tidak lengkap dan 35 orang responden menjawab  lengkap dan sangat
lengkap. Hal ini menurut pengamatan penulis di Dinas kependudukan dan
Pencatatan Sipil kabupaten Wajo kelengkapan fasilitas sarana dan prasarananya
belum terlalu lengkap, misalnya mushollah tidak tersedia dan toilet umum hanya
1,dan masih banyak lainnya. Selain itu ketidakpuasan masyarakat mengenai
kelengkapan sarana dan prasarana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Wajo, dipengaruhi karena masih tingginya harapan masyarakat
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terhadap kualitas pelayanan akta kelahiran, sehingga terjadi gap antara harapan
masyarakat terhadap kualitas pelayanan dengan kualitas jasa faktual yang
diterima masyarakat.
Tabel 32
Tanggapan responden mengenai ruang pelayanan yang nyaman dan memadai
No Tanggapan Responden Skor (x) F F.X Persentase
1 Sangat Nyaman & Memadai 4 18 72 24.00
2 Nyaman & Memadai 3 39 117 52.00
3 Kurang Nyaman & kurangMemadai 2 15 30 20.00
4 Tidak  Nyaman & tidak Memadai 1 3 3 4.00
Total 75 222 100
Rata- rata skor
Sumber : Diolah dari data primer, Maret 2012
Dari data di atas jelas bahwa ruang pelayanan pada Dinas kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo sudah tergolong nyaman dan memadai
dimana sebagian besar responden memberikan jawaban sangat nyaman dan
sangat memadai dan nyaman dan memadai yaitu sebesar 57 orang responden,
meskipun ada sebagian responden memberikan jawaban kurang nyaman dan
kurang memadai sebanyak 15 orang dan tidak nyaman dan tidak memadai
sebanyak 3 orang hal ini menurut pengamatan penulis sendiri diakibatkan karena
ruang pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo
hanya memiliki kursi yang terbatas yakni hanya menampung kurang lebih 20
orang . Sehingga sebagian orang harus berdiri saat menunggu giliran dilayani.
Tidak dapat dihindari bahwa kenyamanan dan kepuasan masyarakat
dalam pengurusan akta kelahiran tidak hanya bergantung pada keramahan dan
keahlian para petugas saja. Sekalipun petugas ramah tapi selama menunggu
antrian ruangan tidak nyaman, sistim antrian tunggu tidak diatur dengan baik,
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kondisi meja kerja dan kursi duduk kurang memadai akan berakibat ketidak
puasan masyarakat.
Tabel 33
Rekapitulasi tanggapan responden mengenai dimensi berwujud (tangibles)
No Tanggapan Responden Rata- rataskor
Rata- rata persentase
(%)
1 Kelengkapan sarana dan prasaranapelayanan 2.37 59.25
2 Ruang pelayanan yang nyaman danmemadai 2.96 74
Rata- rata skor dan rata- rata
persentase 2.67 66.63
Sumber : Diolah dari data primer, Maret 2012
Dari data di atas yang merupakan rekapitulasi dari kedua indikator yang
telah dipaparkan sebelumnya dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo jika dilihat dari dimensi
berwujud (tangibles) maka dapat dikatakan baik (berkualitas), hal ini dapat
dilihat dari rata- rata persentase rekapitulasi sebesar 66.63%. Ruang pelayanan
yang nyaman dan memadai mendapat respon yang baik dari masyarakat
sedangkan untuk kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan masih dinilai
belum lengkap oleh masyarakat penerima layanan.
Untuk melihat kesimpulan rata- rata (%) dari kelima dimensi pelayanan
dapat dilihat pada tabel 34 berikut ini :
Tabel 34
Rata- rata persentase dari kelima dimensi pelayanan
No Dimensi Pelayanan Rata- rata % Kategori
1 Keandalan (Reability) 66.07 Berkualitas
2 Daya Tanggap (Responsiveness) 63.5 Berkualitas
3 Keyakinan (Assurance) 76.06 Sangat berkualitas
4 Perhatian (Emphaty) 75.56 Sangat berkualitas
5 Berwujud (Tangibles) 66.63 Berkualitas
Sumber : Diolah dari data primer, Maret 2012
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Dari data di atas menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo khususnya dalam
pelayanan Akta Kelahiran sudah berjalan baik (berkualitas), hal ini dapat dilihat
dengan rata- rata persentase penilaian responden pada kelima dimensi
pelayanan munurut Kotler ini sudah berada di atas 69% malah untuk dimensi
keyakinan (assurance) kualitas pelayanannya sangat baik atau bisa dikatakan
sangat berkualitas karena berada diatas 75%. Dari kelima dimensi pelayanan di
atas yang mendapat persentase paling rendah yaitu pada dimensi keandalan
(reability) dan daya tanggap (responsiveness) yaitu rata- rata persentasenya
64.78%, dimana kita ketahui bahwa kedua dimensi tersebut merupakan dimensi





Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas pelayanan publik
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo
khususnya dalam pelayanan Akta Kelahiran dapat dikatakan berkualitas.
Yang dapat dilihat dari Dari lima dimensi yang penulis gunakan untuk
mengukur kualitas pelayanan, yaitu :
1. Keandalan (reability)
Dari Segi kehandalan (reability),kualitas pelayanan akta kelahiran
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dapat
dikatakan berkualitas dengan rata- rata persentase 66.07%. Walaupun
dari hasil responden masyarakat masih mengeluhkan dalam hal
ketepatan waktu penyelesaian akta kelahiran dan kesederhanaan
prosedur yang masih berbelit- belit.
2. Daya Tanggap (responsiveness)
Dimensi responsiveness dalam hal kualitas pelayanan akta
kelahiran sudah dapat dikatakan berkualitas, dengan rata-rata persentase
63.50%. Secara umum masyarakat sudah puas dengan sikap pegawai
yang terbilang tanggap dan prosedur yang sudah jelas.Hanya saja dalam
hal kecepatan dan ketepatan pelayanan masih perlu ditingkatkan lagi,
dalam hal ini pelayanan akta kelahiran.
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3. Keyakinan (Assurance)
Kualitas pelayanan akta kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dari segi jaminan (Assurance), dengan
rata-rata persentase 76.06% sudah dapat dikatakan sangat berkualitas.
Namun dalam hal kecermatan pegawai masih perlu ditingkatkan lagi,
terutama dalam hal pengimputan data-data pemohon yang seringnya
terjadi kesalahan penulisan.
4. Perhatian (emphaty)
Dimensi emphaty dalam hal pelayanan akta kelahiran pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo berada pada
kategori sangat berkualitas, dengan rata-rata persentase 75.56%. Hal ini
menunjukkan bahwa masyarakat puas dengan kemampuan para pegawai
dalam memberikan cerminan positif terhadap kualitas pelayanan akta
kelahiran.
5. Berwujud (tangibles)
Kualitas pelayanan akta kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dari segi tangibles, sudah dinilai oleh
sebagian besar masyarakat Kabupaten Wajo, dalam hal ini pemohon akta
kelahiran, sudah berkualitas, hal ini dapat dilihat dari rata- rata persentase
rekapitulasinya sebesar 66.63%. Dimana ruang tunggu sudah dilengkapi
dengan TV namun sarana dan prasarananya masih belum lengkap
misalnya mushollah, dan kursi yang disediakan untuk masyarakat yang
masih kurang memadai yang hanya bisa menampung kurang lebih 20
orang saja,
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Dari hasil rata-rata persentase kelima dimensi diatas (69.564%), dapat
dikatakan bahwa kualitas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil sudah bekualitas. Dari kelima dimensi pelayanan yang digunakan untuk
mengukur kualitas pelayanan yaitu keandalan (reliability), daya tanggap
(responsiveness), keyakinan (assurance), perhatian (emphaty), serta dimensi
berwujud (tangibles) mendapat respon yang positif dari masyarakat. Meskipun
demikian masih ada beberapa indikator dari dimensi- dimensi yang mendapat
respon yang kurang positif dari masyarakat seperti, kecepatan pelayanan,
kesederhanaan dan kejelasan prosedur, pelayanan yang tidak selesai tepat
waktu dan kelengkapan sarana dan prasarana.
VI.2. Saran
Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, dengan melihat prospek
ke depan, maka penulis dapat mengemukakan saran- saran sebagai berikut :
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo diharapkan
bisa meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat, terutama
dalam hal kecepatan dan ketepatan dalam melayani masyarakat,
sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan dan dapat merasakan
kepuasan dari pelayanan yang diberikan.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dalam hal
prosedur pelayanan harus lebih diperjelas dan lebih disederhanakan agar
masyarakat bisa lebih mengerti dan melibatkan masyarakat dalam
pembuatan prosedur pelayanan sehingga mereka lebih tahu bagaimana
prosedur yang sebenarnya, misalnya dengan memasang prosedur yang
jelas diruang tunggu agar masyarakat bisa lebih mengerti tentang
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prosedur pelayanan khususnya dalam kepengurusan akta kelahiran dan
lebih memperjelas lagi mengenai adanya penggratisan dalam pelayanan.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan lebih
memperhatikan dan meningkatkan faktor sarana dan prasarana
pelayanan. Terutama sarana kerja pegawai, seperti komputer dan printer.
4. Demi kelancaran proses pelayanan, sangat diharapkan bagi pegawai
untuk meningkatkan kedisiplinan. Disiplin terhadap peraturan, terutama
mengenai jam masuk, jam istirahat dan jam kerja.
5. Pegawai diharapkan lebih menigkatkan kecermatan dalam memberikan
pelayanan akta kelahiran, demi menghindari kesalahan-kesalahan dalam
pengimputan data.
6. Penanganan keluhan masyarakat juga harus dilakukan dengan serius
agar masyarakat tidak semakin kecewa dengan pelayanan yang
diberikan. Perlu diadakannya pemasangan kotak saran atau kotak
keluhan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo
tahu apa yang menjadi keluhan msyarakat dan berupaya untuk
memperbaikinya sehingga kualitas pelayanan bisa lebih ditingkatkan.
7. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya
kepemilikan akta kelahiran bagi anak-anak mereka, hendaknya pihak
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sering melakukan sosialisasi dan
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1. Dengan segala kerendahan hati dan harapan, penulis mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i
untuk mengisi daftar pertanyaan ini dengan sejujurnya sesuai dengan kenyataan yang
ada.
2. Daftar pertanyaan ini dibuat untuk memperoleh data yang kami butuhkan dalam rangka
menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada
program sarjana, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin, dengan Judul “Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran Pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo”
3. Untuk mencapai maksud tersebut, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk
mengisi kuisioner ini dengan memilih jawaban yang telah disediakan.
4. Oleh karena penelitian ini semata-mata hanya untuk kepentingan akademik, untuk
menemukan kebenaran yang ilmiah, maka kami menjamin seluruh jawaban yang
Bapak/Ibu/Sdr/i berikan terjaga kerahasiaannya sesuai kode etik penelitian.
5. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i meluangkan waktu membantu kami mengisi kuesioner




KUALITAS PELAYANAN AKTA KELAHIRAN
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A. PETUNJUK PENGISIAN
1. Berilah tanda (x) pada jawaban yang sesuai dengan pendapat bapak/ibu.
2. Jawaban bapak/ibu berikan tidak berpengaruh pada kedudukan anda. Untuk itu








Pendidikan Terakhir 1 S2 4 SMA / Sederajat
2 S1 5 SMP
3 Diploma 6 SD
C. PERTANYAAN
 KEANDALAN (REABILITY)
1. Apakah menurut pendapat Bapak/Ibu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil





2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang prosedur pelayanan Akta Kelahiran di Dinas





3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang persyaratan pelayanan akta kelahiran di





4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kewajaran dan kejelasan biaya pelayanan
Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo ?
a. Sangat wajar dan jelas
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b. Wajar dan jelas
c. Kurang wajar dan kurang jelas
d. Tidak wajar dan tidak jelas
5. Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu tentang kejelasan tanggung jawab (tugas)





6. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam mengurus Akta Kelahiran, apakah
Bapak/Ibu mendapatkan pelayanan yang selesai tepat waktu sesuai dengan yang
dijanjikan?
a. Sangat tepat waktu
b. Tepat waktu
c. Kurang tepat waktu
d. Tidak tepat waktu
7. Bagaimana menurut anda tentang kedisiplinan pegawai di Dinas Kependudukan dan





 DAYA TANGGAP (RESPONSIVENESS)
8. Apakah menurut pendapat Bapak/Ibu, pelayanan akta kelahiran di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dikategorikan pelayanan yang cepat dan
tepat?
a. Sangat cepat dan tepat
b. Cepat dan tepat
c. Kurang cepat dan kurang tepat
d. Tidak cepat dan tidak tepat


























13. Apakah menurut Bapak/Ibu, dalam memberikan pelayanan petugas menunjukkan
sikap yang mampu menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap





14. Apakah saat Bapak/Ibu menyajukan pertanyaan kepada petugas, mereka bisa












16. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang keramahan dan kesopanan pegawai dalam
memberikan pelayanan?
a. Sangat ramah dan sopan
b. Ramah dan sopan
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c. Kurang ramah dan kurang sopan
d. Tidak ramah dan tidak sopan













19. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kelengkapan sarana dan prasarana






20. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang ruang pelayanan (ruang tunggu) di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo?
a. Sangat nyaman dan memadai
b. Nyaman dan memadai
c. Kurang nyaman dan kurang memadai
d. Tidak nyaman dan tidak memadai
